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Jaringan jalan bawah tanah 


Suatu pilihan pemecahan angkutan kota berdampak sosial terkecil 
Oleh : Agus Sidharta 


Æ enjelang ta- 
hun 2000, ti- 
dak kurang dari 16 
kota besar di Indo- 
nesia akan terjebak 
dalam kemelut ke- 
macetan lalu lintas 
kota, jika pengelo- 
laan transportasi- 
nya tidak segera di- 
tangani secara sistematis dan konsekuen. 
Keenambelas kota besar ini adalah Sema- 
rang, Palembang, Ujung Pandang, Sura- 
karta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandar 
Lampung, Banjarmasin, Tegal, Padang, 
Cirebon, Pontianak, Pekalongan, Balik- 
papan, dan Menado. Kota-kota ini berpen- 
duduk 500.000 jiwa atau lebih, bahkan 5 di- 
antaranya mendekati satu juta jiwa yaitu 
Palembang, Semarang, Surakarta, Malang 
dan Yogyakarta. 

Pertumbuhan kota-kota tersebut. se- 
demikian mendesak sehingga kebutuhan 
transportasi bagi penduduknyapun makin 
meningkat pula. Sementara itu beberapa 
ibukota propinsi yang diperkirakan per- 
tumbuhan jumlah penduduknya akan men- 
desak kebutuhan akan angkutan kota yang 
masal dan efisien, masing-masing adalah 
Pakanbaru, Denpasar, Mataram, Samarinda 
dan Ambon. Gambaran kondisi kota-kota 
besar di Indonesia ini menunjukkan, betapa 
besarnya tantangan akan kebutuhan angkut- 
an kota di tahun-tahun mendatang. Bahkan 
di empat kota besar, masalah angkutan dan 
lalu lintas kota ini sudah merupakan hal 
yang rutin dan boleh dibilang parah, sehing- 
ga penduduk yang akan bepergian dalam 
kota harus selalu memperhitungkan ruas 
jalan mana yang sebaiknya akan ditempuh. 
Keempat kota besar ini, kini berpenduduk 
diatas satu juta jiwa, adalah: Jakarta, Ban- 
dung, Surabaya dan Medan. 


Salah satu kendala utama yang dihadapi 
oleh pada umumnya kota besar, adalah per- 
tumbuhan kota akan selalu membawa kon- 
sekuensi pada makin langkanya dan makin 
mahalnya harga lahan yang tersedia guna 
keperluan pengadaan prasarana kota seperti 
untuk jalan raya dan jalan kereta atau jalan 
rel. Di banyak tempat/kawasan yang ting- 
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kat perkembangannya sudah sangat padat, 
batasan fisik ini sangat menonjol. Peme- 
cahan permasalahan angkutan kota sehu- 


bungan dengan ini dapat dilakukan dengan 
cara menempuh salah satu atau kedua- 


duanya dari cara-cara berikut: 1) Memba- 


ngun jaringan jalan raya dan atau jalan 
rel/kereta dalam kota di bawah tanah beru- 
pa terowongan (subway), dan atau 2) Mem- 


bangun jaringan jalan raya dan atau jalan 
rel/kereta dalam kota melayang di atas ta- 


nah (elevated) 


Beberapa diantaranya yang telah dan se- 
dang dilakukan oleh beberapa negara te- 
tangga, adalah: Jaringan jalan kereta dalam 
kota yang dibangun melayang di atas tanah, 
di Manila disebut LRT (Light Railway Trans- 
portation) yang meskipun belum menjang- 
kau seluruh kota Metro Manila, tetapi cukup 
membantu angkutan penduduk kota itu. 
Sementara itu di Singapura, dewasa ini di- 
bangun suatu jaringan jalan kereta dalam 
kota yang disebut sebagai MRT (Mass Rapid 
Transportation) yang beroperasi di bawah 
tanah dalam terowongan di tengah-tengah 
kota dan ke arah pinggiran kota keluar ke 
permukaan tanah terus naik ke atas dan ber- 
jalan melayang dengan menggunakan tiang- 
tiang penyangga. 

Demikian pula di Seoul dan di Hongkong, 
terdapat jaringan jalan kereta bawah tanah 
yang selalu dipadati oleh penumpang. Bah- 
kan, jaringan jalan kereta di Hongkong yang 
menghubungkan daerah Hongkong dan 
Kowloon dibuat melalui bawah laut di selat 
Hongkong. Untuk kawasan Asia, barangkali 
Tokyo merupakan kota metropolitan yang 
mempunyai jaringan jalan kereta terleng- 
kap, baik di bawah, pada permukaan, mau- 


pun melayang di atas tanah. Yang terakhir 
ini, merupakan jalan kereta cepat (bullet 


train) Shinkasen yang menghubungkan 
Tokyo dengan kota-kota lain. Sedangkan 
kereta bawah tanahnya (subway) disebut 
Chikatetsu dan mempunyai lebih dari se- 
puluh lin. 


Terowongan jalan raya 

Di Indonesia, suatu jaringan jalan rel yang 
melayang di atas tanah telah selesai di- 
bangun di kawasan Taman Mini Indonesia 
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Indah di Jakarta dan dikenal dengan sebutan 
'aeromovel ': Titihan Samirono. Teknologi 
"aeromovel'' sebagai suatu sistem jaringan 
transportasi masal "'elevated trackway , 
agaknya paling cocok untuk ditetapkan di 
kota-kota besar di Indonesia berdasarkan 
suatu studi pengkajian alternatip pengguna- 
an sistem transportasi masal dengan pen- 
dekatan ' Value Engineering. Sementara 
pemecahan transportasi masal seperti 
'aeromovel” ini sangat relevan pada kori- 
dor-koridor padat lalu lintas di dalam kota, 
pola transportasi kota itu sendiri secara ke- 
seluruhan tetap akan membutuhkan adanya 
suatu pola rencana umum transportasi kota 
yang terpadu, khususnya yang menyangkut 
fungsi-fungsi jaringan transportasi baik 
primer maupun sekunder yang diklasifikasi- 
kan sebagai jaringan jalan arteri, kolektor 
dan lokal. Dalam hal transportasi kota, 
jaringan jalan raya akan tetap merupakan 
suatu kebutuhan angkutan sesuai dengan 
fungsinya. 

Terowongan jalan raya sebagai salah satu 
bagian atau segmen dari suatu jaringan jalan 
raya dalam kota di masa yang akan datang, 
tampaknya tidak bisa dihindari lagi akan 
kehadirannya.Satu dan lain hal antara lain 
karena adanya batasan fisik yang sangat 
menonjol pada kawasan kota yang tingkat 
pertumbuhannya sudah sangat padat, yaitu 
berupa makin langkanya dan makin mahal- 
nya lahan yang tersedia untuk keperluan 
prasarana jalan dalam kota. 

Konstruksi terowongan jalan yang pan- 
jang, memang boleh jadi akan dapat me- 
nimbulkan berbagai permasalahan seperti 
misalnya tata cara pelaksanaan pemba- 
ngunannya, besarnya biaya yang diperlu- 
kan, pengaruh getaran dan pergerakan 
bumi, masalah pembuangan sisa galian 
tanah yang sangat banyak dan lain se- 
bagainya. Selain masalah drainase, ventilasi, 
penerangan, jalur jalan darurat jika terjadi 
kecelakaan atau kegagalan sistem, juga 
menimbulkan permasalahan. Namun de- 
mikian, perkembangan jalan raya itu sendiri 
acapkali membutuhkan bahwa jalan-jalan 
tersebut perlu untuk dibangun dalam tero- 
wongan menembus rintangan atau guna 
memperkecil pengaruh dari suatu jalan 
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bebas hambatan terhadap lingkungan dalam 
suatu masyarakat. 


Dampak Lingkungan dan 
Sosial 

Jalan dan lalu lintas memberi beragam 
dampak terhadap lingkungan dan kadang- 
kadang sampai suatu jarak tertentu dari 
lokasi jalan tersebut. Beberapa perubahan- 
perubahan dari lingkungan dapat secara fisik 
diukur, misalnya jumlah konsentrasi dari 
beragam gas yang terkandung di udara. 
Akan tetapi beberapa perubahan lingkungan 
lainnya sangat sulit untuk dikwantifikasikan 
misalnya gangguan pandangan, ketakutan 
terhadap kecelakaan dan sebagainya, se- 
hingga harus diterangkan secara kwalitatip 
dan subyektip. 


Masalah-masalah lingkungan ini dapat 
dikaitkan terhadap perasaan-perasaan fisik 
manusia dan terhadap mental (jiwa) manu- 
sia seperti halnya yang diterima pada ling- 
kungan. Sedangkan tingkatan dari dampak 
lingkungan dapat digolongkan menjadi 
tingkat-tingkat: a) mengganggu, misalnya 
hal-hal yang nyata kelihatan atau mengacau- 
kan pikiran, b) secara fisik menyakitkan dan 
c) batas yang diijinkan, ditentukan dari dua 
tingkatan tersebut di atas. 


Bentuk utama dari dampak lingkungan 
jalan raya dan lalu lintas adalah berupa ke- 
bisingan dan vibrasi, pencemaran udara dan 
air tanah, gangguan penglihatan/pandangan 
(termasuk ketakutan terhadap kecelakaan), 
pemisahan (severance) dan penggunaan 
lahan. Dalam kondisi tertentu dampak ling- 
kungan juga termasuk keselamatan jalan dan 
hambatan-hambatan bagi para pejalan kaki. 
Di Indonesia permasalahan pencemaran air 
tanah yang utama adalah cenderung berupa 
oli yang tersisa dari kendaraan dan zat pesti- 
sida yang digunakan untuk mengendalikan 
tumbuh-tumbuhan khususnya pada jalan- 
jalan bebas hambatan. Pemisahan (seve- 
rance) menjelaskan, pengaruh dari mening- 
katnya arus lalu lintas atau pembangunan 
jalan baru dalam mengurangi dan memutus- 
kan kemudahan jalan masuk (aksesibilitas) 
yang terdapat di dalam suatu masyarakat, 
dan mempengaruhi para pejalan kaki, khu- 
susnya orang tua dan orang cacat. 


Penilaian secara sederhan terhadap pe- 
ngaruh lingkungan yang diakibatkan oleh 
adanya pembangunan jalan dapat digolong- 
kan menjadi 2 kelompok utama, yaitu: a) 
pengaruhnya terhadap mayarakat sekitar 
jalan (para pejalan kaki dan penghuni), dan 
b) pengaruhnya terhadap penumpang dan 
pengendara kendaraan bermotor yang ber- 
sangkutan. Pertimbangan khusus harus 
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diberikan kepada kelas-kelas masyarakat 
yang paling mudah terkena dampak ter- 
sebut, misalnya anak-anak, orang cacat dan 
orang-orang tua. Pembuatan suatu jaringan 
jalan di bawah tanah melalui terowongan 


akan dapat memperkecil dampak-dampak di 


atas terhadap masyarakat sekitar jalan, 
sehingga pengendalian dampak selanjutnya 
bisa ditujukan langsung (dibatasi) pada 
penumpang/pengendara yang relatip lebih 
mudah karena ruang lingkupnya menjadi 
jauh lebih sempit dan terbatas. 


Jalan Tol Bawah Tanah: 

Selain dapat mengatasi kendala fisik dan 
lingkungan di atas, jaringan jalan di bawah 
tanah, juga masih mempunyai keunggulan 
lain terhadap jaringan jalan di atas permuka- 
an tanah, yaitu bahwa jaringan jalan di 
bawah tanah dalam kota dapat menembus/ 
menyusup jauh langsung ke tengah-tengah 
kota yang telah padat: suatu hal yang sangat 
sulit dapat dilakukan oleh jaringan jalan di 
atas permukaan tanah. Sebagai pedoman 
umum, suatu jalan di bawah tanah dalam 
kota umumnya, adalah layak apabila biaya 
pembebasan tanahnya melampaui biaya 
pembangunan dan biaya operasi dari suatu 
terowongan di bawah tanah. 


Suatu jalur terowongan jalan raya bebas 
hambatan dalam kota, tampaknya bisa men- 
jadi jawaban pemecahan yang paling po- 
tensial akan kebutuhan jaringan jalan tol di 
dalam kota yang selama ini masih sering 
menimbulkan polemik pro dan kontra. Se- 
bagai suatu jalan tol, terowongan ini tentu- 
nya diharapkan akan dapat menutup biaya 
operasinya selain juga mengembalikan biaya 
investasi yang besar apabila jalur/rute yang 
dipilih adalah tepat berdasarkan analisa lalu 
lintas dan ekonomi. 

Dari sudut pandang sosial, suatu jalan di 
bawah tanah akan dapat menghindarkan 
suatu dampak sosial yang negatip sebagai 
akibat pembebasan tanah kota yang sering- 
kali tidak dapat dihindari berupa paksaan” 
(penggusuran-penggusuran). Penggusuran- 
penggusuran tanah yang berlebihan, dari 
segi kepastian hukum dapat mengurangi wi- 
bawa pemerintah dengan berkurangnya 
kepercayaan masyarakat akan adanya ke- 
pastian hukum bagi mereka. Masyarakat 
yang telah memiliki hak atas tanah yang 
syah secara hukum, dengan dalih guna ke- 
pentingan umum, sewaktu-waktu haknya 
dapat diambil/dicabut lagi oleh pemerintah. 
Apabila hal ini dilakukan secara terus me- 
nerus mungkin bisa menimbulkan suatu ke- 
cemburuan sosial yang terus menumpuk 
secara kumulatip dan dapat meledak setiap 
saat berupa protes-protes dan demonstrasi. 
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Sementara teknologi terowongan itu sen- 
dirPsudah banyak dikembangkan sejak per- 
tama kali dikenal sekitar 4000 tahun yang 
lalu, dari segi administrasi dan hukum 
tampaknya perlu dilakukan persiapan-per- 
siapan apabila, memang akan diterapkan di 
Indonesia, seperti yang dilakukan di ber- 
bagai negara tetangga dan negara-negara 
lain yang sudah maju. Untuk ini perlu di- 
buatkan perangkat peraturan dan per- 
undang-undangannya tentang status/hak 
atas tanah yang berada di bawah permukaan 
tanah untuk keperluan pembaangunan fasi- 
litas umum, yang sampai saat ini, sepanjang 
pengetahuan penulis, masih belum ada 
pengaturannya. Barangkali sekaligus sama 
pula halnya dengan ketentuan tentang sta- 
tus tanah untuk suatu bangunan gedung 
yang melintas/menyebrangi jalan raya se- 
perti misalnya gedung pertokoan harco di 
Glodok dan metro di Pasar Baru, Jakarta. 
Sepengetahuan penulis, yang ada pada saat 
ini adalah tentang peraturan batas/garis 
sepadan jalan dan bangunan, di luar batas 
mana suatu bangunan dilarang untuk di- 
bangun. Tanpa adanya pengaturan ini, 
bagaimana jika semua orang membangun 
gedung melintas di atas jalan raya? Atau 
bagaimana pula jika setiap orang memba- 
ngun terowongan dari rumah ke tempat 
kerjanya masing-masing?L) 


Agus Sidharta, Ketua Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Tarumanagara, Jakarta. 
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G eminar yang diselenggarakan Aso- 


siasi Kontraktor Indonesia (AKI) kali 
ini, memang lain. Yang dibicarakan 
bukan hanya masalah teoritis yang berkait- 


an dengan manajemen proyek atau mana- 
jemen konstruksi, seperti selama ini banyak 


diselenggarakan, namun mengenai manaje- 
men kontraktor. Di situ terungkap berbagai 
kiat manajemen yang diterapkan oleh 
kontraktor-kontraktor yang berhasil. Dan 
dalam seminar tersebut AKI menampilkan 
PT. Waskita Karya dan PT. Total Bangun 
Persada, untuk membeberkan kiat-kiat ma- 
najemen mereka. 

Dalam sambutan pada pembukaan semi- 
nar yang diselenggarakan awal Agustus la- 
lu itu, Ketua AKI Ir. Fachtur Rochman me- 
ngemukakan, perlunya saling tukar menu- 
kar pengalaman diantara para kontraktor, 
agar kemampuan kontraktor nasional bisa 


Ir. Fachtur Rochman. 


cepat meningkat. Kalau masing-masing pa- 
ra kontraktor secara sendiri-sendiri meng- 
gali, peningkatan kemampuannya tidak se- 
cepat dibandingkan jika masing-masing me- 
reka mau saling bertukar pengalaman.” Pa- 
da era sekarang, bukan zamannya lagi kita 
ini para pesaing diantara kita. Kita perlu me- 
rubah citra pesaing menjadi citra kemitraan, 


sehingga daya dan dana bisa dioptimalkan 
untuk memajukan kontraktor nasional,” 


ujarnya. 

Dalam kesempatan itu ia juga menghim- 
pun kesediaan kontraktor-kontraktor lain- 
nya untuk membagi pengalaman. Direnca- 
nakan, seminar semacam itu akan diseleng- 
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garakan 3-4 kali setahun. Dan untuk jangka 
panjang, AKI juga akan menggalang kerja- 
sama dengan Universitas/Lembaga Pendi- 
dikan, guna menyelenggarakan kursus- 
kursus, atau kalau bisa sampai meningkat ke 
Akademi atau Politeknik khusus untuk 
kontraktor. 

Selain pembinaan individu, menurut 
Rochman, perlu juga membina kerjasama 
dengan sesama kontraktor. Sering terdengar 
pengalaman-pengalaman yang kurang baik 
dalam ber-Joint Operation diantara kontrak- 
tor nasional, sehingga merasa enggan untuk 


melakukan JO lagi. ' Pendapat ini perlu di- 
koreksi. Hendaknya pengalaman itu bisa di- 
petik faedah dan kelemahannya, sehingga 
terjadi koreksi dari pengalaman-pengalmaan 
yang lalu untuk membentuk JO yang baik,” 
himbaunya. 


Contractor - Contract 4 Or. 

Direktur Utama PT. Waskita Karya, Ir. 
Christiawan, memiliki visi, bahwa ” Con- 
tractor adalah: Contract + Or”. Contract 
berarti proyek, sedangkan Or adalah ''Or- 
ganisasi dan Resources. Jadi, yang dikelo- 
la bukan hanya kontraknya, juga yang di- 
miliki oleh kontraktor sendiri, yaitu: orga- 
nisasi dan sumber daya (Proyek milik orang 
lain). 

Proyek dan konstruksi, merupakan pro- 
duksi yang diperoleh lewat marketing, per- 
lu ditunjang alokasi sumber daya. Jadi ada 
tiga kegiatan pokok: marketing, produksi 
dan pengelolaan sumber daya. Kewajiban 
investor atau bohir adalah membayar ter- 
men tepat waktu, sementara kewajiban kon- 
traktor bekerja dengan biaya hemat, waktu 
tepat, mutu cermat dan bekerja selamat. 

Karakteristik bisnis contracting, menurut 
Christiawan, adalah sebagai berikut: 1) Pa- 
sar dikuasai pembeli (buyer's market). Pem- 
beli dilindungi oleh konsultan, Bank Garan- 
Si, Asuransi, Prosedur Tender, Mengenakan 
Penalty, dan sebagainya. 

2) Harga jual/kontrak bersifat konservatif 
dengan biaya produksi yang fluktuatif. Bia- 
ya sudah ditentukan saat kontrak, barang- 
nya belum diproduksi, dan biaya produksi 
terpengaruh selama proses produksi. Itu 
berbeda dengan pabrik yang biaya produk- 
Si konservatif, namun harga jualnya 
fluktuatif. 

3) Standar mutu dan jadwal waktu ditentu- 
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kan oleh pembeli dengan bantuan konsul- 
tan. Sedangkan di pabrik, standar mutu di- 
tentukan oleh produsen. 

4) Proses konstruksi berlangsung di tempat 
terbuka dan lokasinya berpindah-pindah, se- 
hingga alokasi sumber daya merupakan 
problem. 

5) Resiko tinggi tapi labanya rendah. 

6) Berdasarkan kepercayaan pembeli: bah- 
wa kontraktor akan memenuhi janjinya atas 
dasar reputasinya. 

Siklus kegiatan usaha kontraktor menca- 
kup kegiatan pokok: pemasaran atau kegiat- 
an mencari kontrak, produksi atau melak- 
sanakan proyek, dan pembinaan sumber 
daya. Manajemen Kontraktor harus dilanda- 
si adanya konsepsi yang jelas tentang Bis- 
nis Kontrak, Teknologi Konstruksi dan Ma- 
najemen Sumber Daya. 

Ia membedakan aspek teknologi ke dalam 


"Desain Konstruksi” dan ' Metode Konstruk- 
si. Desain Konstruksi, merupakan perang- 


kat lunak yang dibuat oleh konsultan ber- 
dasarkan teori para Professor. Sedangkan 
metode konstruksi, merupakan perangkat 
lunak yang dibuat oleh para kontraktor, di- 


siapkan untuk estimasi harga dan pedoman 
para mandor, berupa metode kerja yang 


praktis dan ekonomis, untuk menentukan 
urutan kerja dan jenis kegiatan serta koor- 
dinasi dan alokasi material, mesin, dan ma- 
nusia, di lokasi proyek. Dengan demikian, 


orientasi pemikiran dari metode konstruksi 
adalah untuk mencapai efisiensi dan waktu 
selama proses konstruksi. 


Manajemen adalah perbuatan manusia 
yang membentuk dan menjalankan perusa- 
haan, menurut nilai budayanya. Tegasnya, 
manajemen/organisasi terkena penetrasi bu- 
daya bangsa yang dibawa oleh manusia yang 
bekerja di perusahaan, sejak awal hingga 
akhir kegiatan usahanya. 

Menurut Christiawan, perusahaan yang 
berhasil dalam arti finansial dan marketing 
untuk jangka panjang, adalah perusahaan 


yang menerapkan dan memadukan sistem 


manajemen yang lugas dan budaya perusa- 
haan yang kuat. Yaitu yang memiliki: falsa- 
fah kerja yang tegas dan jelas, strategi usa- 
ha yang tepat, komitmen yang layak, pim- 
pinan yang sungguh-sungguh melakukan 
profesinya, serta nilai-nilai yang dimenger- 
ti dan dipatuhi bersama oleh semua jajaran 
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yang ada di perusahaan. 
Bagaimana Waskita Karya yang memper- 
oleh Financial Managemen Award” tahun 


1991 dari Japan Airlines- World Executive 's 
Digest dan Asian Institute of Management 


itu membentuk budaya perusahaannya? Di- 
perlukan sekitar setahun lebih untuk me- 
rumuskan budayaperusahaan WK, yang me- 
libatkan semua pegawai baik yang organik 
maupun bulanan sebanyak 300 orang lebih. 
Jadi budaya perusahaan tidak disusun se- 
cara top-down tapi juga bottom-up. Dari si- 
tu berhasil dirumuskan, suatu misi perusa- 
haan yang dikenal sebagai 3 P: Profit, Per- 
formance, dan Profesinalisme. Yang kemu- 


dian keluar menjadi moto. ” Maju dengan 
Karya bermutu. Maju, berarti peningkatan 


kualitas dan kuantitas penghidupan manu- 
sia dan perusahaan, sedangkan karya ber- 
mutu diperuntukkan bagi klien. 


Angka-angka yang 
mengagumkan. 

Ketika Christiawan memaparkan angka- 
angka yang berkaitan dengan Rentabilitas, 
Likuiditas dan Solvabilitas perusahaan, ba- 
nyak peserta seminar yang umumnya kon- 
traktor swasta menyatakan kekagumannya. 
Karena persyaratan kesehatan yang ditetap- 
kan oleh pemerintah untuk BUMN memang 
tinggi. Yaitu: rentabilitas (Return on Invest- 
ment — ROI) 12 persen dengan bobot 75 


persen, likuiditas 150 persen dengan bobot 
12,5 persen dan Solvabilitas 200 persen de- 


ngan bobot 12,5 persen. Dan WK dalam 3 

tahun berturut-turut dinyatakan sehat. 
Waskita Karya yang pada tahun 1990 dan 

1991 memiliki omset Rp 205',31 milyar dan 


Rp 248,13 milyar (tahun 1992 mentargetkan 
sekitar Rp 320 milyar), memiliki rentabili- 


tas 16,22 persen dan 15,77 persen, likuidi- 
tas 132,9 persen dan 155,8 persen, solvabi- 
litas 148,6 persen dan 147 persen. Perban- 
dingan antara Hutang dan Eguity masing- 
masing 60 persen dan 40 persen. Sedang- 
kan profit margin mendekati 10 persen. Na- 
mun ia menilai, parameter untuk mengukur 
kesehatan BUMN tersebut kurang lengkap, 
karena tidak ada penilaian mengenai aset 
dam omset perusahaan, sehingga perusaha- 


an konsultan itu akan sehat sekali. ' Per- 
syaratan kesehatan perusahaan BUMN ter- 


sebut memang tinggi, melebihi persyaratan 
untuk bisa Go public. Sehingga sebenarnya 
kami sudah memenuhi syarat untuk Go pu- 
blic,” ujar Christiawan kepada Konstruksi, 


seusai presentasi. Namun ia menambahkan, 
belum ada kepastian apakah WK akan go- 


public atau tidak. 

Dibalik angka tersebut, menurutnya, ada 
konsepsi, yaitu bagaimana mempertemukan 
bahasa insinyur dan ekonom, antara cost- 
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accounting dan Cost-engineering. Rentabi- 
litas itu hasil dari operasi sedangkan likui- 


ditas hasilnya keuangan. Menurut Christia- 
wan, dalam marketing WK melakukan ''to- 
tal-football”, artinya baik Pusat maupun Ca- 
bang melakukannya. OPerasi/pelaksanaan 


proyek dilakukan desentralisasi penuh, ja- 
di pusat tidak memegang proyek. Pem- 


binaan sumber daya (uang, alat, informasi, 
organisasi dan manusia) disentralisasi. Per- 
bandingan antara biaya operasi dan biaya 
administrasi adalah 85 persen untuk biaya 
operasi dan 8 persen untuk administrasi (ter- 
masuk biay akantor pusat dan gajih pega- 
wai tetap). Mobilisasi dana untuk operasi le- 
bih menitik beratkan kepada uang muka dan 
kredit suplier, penggunaan pinjaman bank 
dibatasi. 

Menanggapi pertanyaan Konstruksi ten- 
tang bagaimana kiat manajemen sebagai pe- 
rusahaan BUMN yang disatu pihak dituntut 


sebagai agent of development, dipihak 
lain juga harus untung, menurut Christia- 


wan, kuncinya adalah bagaimana meng- 
amankan pendapatan dan menghemat bia- 
ya. Pengendalian biaya hanya akan meng- 
hasilkan penghematan 2-5 persen, tapi ka- 


lau pendapatannya tidak aman bisa 100 per- 
sen hilang. Itu berarti, kita melayani owner 
yang tidak punya uang. Sebagai agent of de- 
velopment, berarti kalau diperintah menger- 
jakan di tempat yang terpencil harus berang- 
kat, yang mungkin tidak diminati swasta. 
Namun kondisinya harus terpenuhi: harus 
ada laba. 

Ia mengakui, WK memang merupakan Ge- 
neral Contractor (GC), dan kebijakan terse- 


a! 


Ir. Komajaya ( tengah ) 
dan Ir. Christiawan ( paling kanan ). 


but akan tetap dipertahankan. ”’ Kita tidak 
berani melakukan spesialisasi, kalau tidak 
ada pasarnya kan repot,” komentarnya. Me- 
nurutnya, pengertian GC Eropa dengan Je- 
pang berbeda. Kalau Eropa GC adalah ''Ge- 
neral Works by the Contractors” , yaitu kon- 
traktor yang melayani macam-macam peker- 
jaan. Tapi di Jepang GC adalah ''General 
Management by the Contractors’ ,ja- 
di pekerjaan dibagi habis ke subkontraktor. 
Dan WK akan mengarah kedua-duanya, ge- 
neral works mampu dan general manage- 
ment juga mampu, dengan demikian sum- 


ber dayanya tidak terlalu banyak. Owner di 
Indonesia masih complain, jika seluruhny di- 
subkontrakan, di sisi lain mensubkontrakan 
juga berarti untuk menjalin hubungan 


kemitraan. 
Menurut Christiawan, ada beberapa ta- 


hapan pembenahan ditubuh WK. Dimulai 
tahun 1978, WK melakukan konsolidasi or- 
ganisasi dan penertiban administrasi selama 
3 tahun. Tahun 1981-1985, merupakan ta- 


hap pemantapan sistem manajemen dan 
penguasaan teknologi konstruksi. Kemudian 


diikuti dengan pemantapan strategi bisnis 
dan budaya perusahaan (1986-1990) dan 
keunggulan profesi untuk peningkatan pres- 
tasi (1990-1992). Saat ini WK memiliki se- 
kitar 2100 karyawan, yang terdiri dari 400 
pegawai organik, 800 bulanan dan sisanya 


harian. Adapun jumlah tenaga insinyur 240 
orang. WK mengeluarkan Rp 600 juta setiap 
tahunnya untuk biaya pelatihan para pega- 
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wainya, saat ini 20 tenaga level manajer se- 
dang mengambil gelar MBA. Sekitar 60 per- 
sen pasar WK dari proyek-proyek APBN dan 
sisanya proyek-proyek swasta atau non- 
APBN (BUMN dan sebagainya). 


Persaingan semakin ketat 

Menurut Direktur Utama PT. Total Ba- 
ngun Persada, Ir.Komajaya, bisnis konstruk- 
si memang sulit, karena apa yang dijual me- 
rupakan custommade yang antara penjual 
dan pembeli bisa memiliki pengertian yang 
berbeda. ''Kalau kita jual teh botol, penjual 
mengatakan saya jual teh dan pembeli me- 
ngatakan saya beli teh, itu jelas sekali. Tapi 
kalau industri konstruksi, saya jual gedung 
menurut spek begini, pengertian penjual 
dan pembeli tidak sama pada saat penanda- 
tanganan kontrak. Sehingga ketika gedung 
sudah selesai, persepsinya lain-lain, sehing- 
ga timbul banyak dispute,'' jelasnya. 

Ia mengutip suatu brosur dari pemborong 
Australia yang mengatakan, ''Bisnis Kons- 
truksi itu paling Mudah ', asal bisa meme- 
nuhi semua janji kita yang tercantum dalam 
kontrak. Problem akan timbul karena kita ti- 
dak bisa memenuhi janji itu. ' Jadi kalau kita 
excellent tidak ada masalah,” ujarnya. 

Ia juga tidak sependapat dengan pandang- 
an bahwa industri konstruksi itu resikonya 
tinggi- Menurutnya, industri konstruksi itu 
resikonya rendah. Mengapa? Karena sudah 
ada pembeli baru kita jual, sedangkan 
industri-industri lain bikin dulu baru cari 
pembeli. 


Menurut Komajaya, persaingan bisnis 
konstruksi pada tahun 2000 akan semakin 
ketat. Tren dunia untuk usaha apapun, dari 
mulai bisnis konstruksi hingga Coca-Cola 
akan terus menurun. Akibat globalisasi kon- 
traktor asing akan banyak datang ke Indo- 
nesia, sehingga persaingan akan lebih berat. 
Kalau dulu ada pengertian, industri kons- 
truksi bersifat siklus: ada naik dan ada tu- 
run, dan seterusnya, tapi dengan globalisa- 
si tidak ada lagi siklus semacam itu: tidak ada 
naik. Sehingga jika di Indonesia terjadi 
boom konstruksi” maka kontraktor asing 
akan berdatangan. 

Sebagaimana bisnis yang lain, industri 
konstruksi adalah bisnis. Sehingga sebaik- 
nya kita jangan mengatakan ''I am an 
engineer doing -bussiness tapi -F am 
businessman doing construction”. Kalau 
yang pertama, maka jika orang itu melihat 
crane yang bagus akan dibeli, tidak perduli 
apakah kapasitasnya cocok atau tidak, 
pokoknya senang. Demikian pula jika orang 
tersebut ditawari membangun sesuatu yang 
indah dan ia merasa senang meskipun 
harganya rendah, ia akan mengambilnya. 

Sebagaimana bisnis lain, maka bisnis 


konstruksi juga perlu strategi bisnis. 
Menurutnya, strategi bisnis diruulai dengan 
mimpi (visi). Total misalnya, memiliki visi: 
Pride and Excellence in Construction.” 
Visi tersebut sangat penting, karena jika 
visinya" tidak jelas sama seperti: ' doing 
things right, but not doing right things. 


pelaksanaan proyek 


Oleh : M. Sjachdirin 


enanganan pelaksanaan proyek di la- 
pangan, adalah sangat komplek, 
karena banyak faktor yang mempe- 
ngaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor 


tersebut meliputi : keadaan musim (hujan/ 
kemarau), lokasi geografis (dataran tinggi/ 
rendah), tersedianya tenaga kerja yang 
mampu, material dan peralatan, cukup 
ruang untuk penimbunan material di la- 
pangan, pelaksana lapangan yang mampu, 
subkontraktor yang mampu, air minum, 
saluran telpon, pemasok barang, prasarana 
jalan, listrik dan lain-lain. 

Informasi yang diperoleh dari faktor-faktor 


p 


tersebut di atas selanjutnya digunakan un- 
tuk perencanaan awal, yang meliputi : pe- 
rencanaan jadwal pelaksanaan proyek (di- 
pengaruhi keseringan hujan, jumlah tenaga 
kerja, peralatan dan lain-lain), perencanaan 
pengadaan barang dan peralatan (direncana 
berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek), 
perkiraan harga kontrak (dapat diperkirakan 
berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek) 
dan sebagainya. 

Pada tahap perencanaan awal perlu juga 
merencanakan terhadap kemungkinan ada- 
nya hambatan-hambatan yang akan terjadi 
pada saat pelaksanaan proyek. Selanjutnya 


Sebagai aktualisasi dari visi tersebut adalah 
menjadi "leader & major force in building 
construction industry.” Untuk mencapai hal 
tersebut tidak gampang, untuk itu Total 
melakukan spesialisasi. 

yang terbaik. Sebab untuk menjadi yang ter- 
baik di semua bidang tidak mungkin, maka 
dipilihlah spesialisasi di bangunan (build- 
ing). Ketika ditanya mengapa bangunan 
yang dipilih, menurut Komajaya, proyek 
bangunan bohirnya lebih tersebar, bisa 
swasta dan bisa pemerintah. Sedangkan jika 
spesialisasi di proyek jalan, maka bohirnya 
hanya satu, yaitu Bina Marga. Spesialisasi 
juga untuk mengantisipasi tren globalisasi, 
agar bisa unggul di satu bidang. 


Pelayanan yang baik juga penting untuk 
bisnis konstruksi. Kalau dulu di industri 
konstruksi hanya dikenal aspek: kualitas, 
waktu dan biaya, maka seperti bisnis yang 
lain di bidang konstruksi juga ada kom- 
ponen: service must be good. Itu harus 
dipupuk bertahun-tahun dan merupakan 
kesadaran bagi karyawan kita. Kalau sudah 
memahami apa artinya pelayanan yang 
baik,maka kita akan mengatakan ' Ya, saya 
pelayan yang baik,” . Dengan demikian kita 
tidak merasa sengsara jika harus menjadi 
pelayan owner. Dua moto Total yang 
berkaitan dengan masalah kualitas dan 
klien, yaitu: “Take care of your guality no 
matter what the cost” dan "Take care of 
your customer no matter what '.LJ urip Yustono 
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dari kemungkinan-kemungkinan tersebut 
dibuat keputusan untuk pemecahan masa- 
lahnya. Di bawah ini adalah langkah-lang- 
kah untuk pemecahan masalah berdasarkan 
teori manajemen : 

1) Mengembangkan kemungkinan-kemung- 
kinan adanya hambatan yang akan terjadi 
pada pengoperasian proyek dengan cara 
'brainstorming” (ide-ide dari anggota rapat 
yang diusulkan secara spontan), 2) Meme- 
cahkan hambatan-hambatan tersebut ber- 
dasarkan pengalaman yang pernah dilaku- 
kan sebelumnya, teori yang ada, pengguna- 
an mandjemen/teknologi yang terbaru, dan 


ar 


3) Memutuskan pemecahannya. 

Dengan cara tersebut di atas, apabila ada 
hambatan yang timbul pada saat pelaksana- 
an proyek, maka akan dapat diatasi dengan 
segera. 

Sedangkan pada tahap konstruksi, mana- 
jemen pelaksanaan proyek merupakan hal 
yang sangat penting untuk pelaksanaan 
proyek, karena kesuksesan pengoperasian 
proyek sangat tergantung pada manajemen 
pelaksanaan di lapangan. Kurangnya pe- 
nguasaan terhadap manajemen tersebut 
dapat menyebabkan berkurangnya kualitas 
konstruksi, pelaksanaan proyek akan ter- 
lambat, banyak pekerjaan yang diulang, dan 
biaya pengoperasiannya akan membesar. 

Di bawah ini adalah penjelasan singkat 
mengenai unsur-unsur utama pada mana- 
jemen pelaksanaan proyek. 

Tujuan proyek : Pada pelaksanaan proyek, 
unsur-unsur pelaksana pembangunan mem- 


punyai perbedaan pada tujuan proyek. Mi- 
salnya pemberi tugas lebih menekankan 


pada biaya proyek, kualitas, dan jadwal 
pelaksanaan. Kontraktor lebih menekankan 
tujuan proyek pada manajemen pelaksanaan 
proyek. Sedang konsultan perencana lebih 


menekankan pada pembuatan spesifikasi, 
gambar-gambar dan perubahannya, do- 


kumen-dokumen, dan standar-standar. Mes- 
kipun mereka mempunyai tujuan yang ber- 
beda, tetapi secara umum mempunyai tuju- 
an yang sama, yaitu suksesnya pelaksanaan 
proyek dengan kualitas yang sesuai dengan 
standar, biaya yang tidak membengkak, dan 


jadwal pelaksanaan yang sesuai dengan 
rencana. 

Komunikasi : Komunikasi dalam pelaksa- 
naan proyek adalah hal yang sangat penting, 
karena kurangnya komunikasi atau kesalah- 
an komunikasi yang timbul dalam pelaksa- 
naan proyek akan berakibat buruk dalam 
pelaksanaannya. Hal tersebut dapat menim- 
bulkan kesalahan pelaksanaan, kecelakaan, 
perselisihan dan lain-lain. Apa bila ter- 
dapat problem-problem yang terjadi pada 
tingkat bawah perlu segera diinformasikan 
ke tingkat yang lebih atas untuk penyelesai- 
an permasalahan tersebut. Dengan hubung- 


an dan komunikasi yang baik antara unsur- 
unsur pelaksana pembangunan (pemberi 


tugas, konsultan perencana, dan kontraktor) 
atau antara pelaksana-pelaksana proyek 
akan menghasilkan pelaksanaan yang efektif 
dan efisien. 

Rapat-rapat : Rapat-rapat selama pelaksa- 
naan proyek sangat dibutuhkan untuk mem- 
bicarakan dan mengevaluasi mengenai 
kualitas, produktifitas, pengeluaran biaya- 
biaya, kemajuan proyek, perselisihan-perse- 
Jisihan dan sebagainya. Rapat-rapat pada 


umumnya dilakukan setiap minggu atau 
setiap bulan oleh pelaksana-pelaksana di 
lapangan dengan/tanpa unsur-unsur pelak- 
sana pembangunan lainnya. Masalah-masa- 
lah yang terjadi pada pelaksanaan proyek 


(perselisihan-perselisihan, penurunan pro- 
duktifitas dan lain-lain) perlu dibahas dan 


diputuskan pemecahannya sehingga tidak 
menghambat pelaksanaan proyek. 


Jadwal pelaksanaan proyek : Dalam 
tahap konstruksi, manager proyek harus 
selalu memantau kegiatan-kegiatan proyek 


pada jadwal pelaksanaan proyek. Dari 
pemantauan tersebut akan diketahui kema- 
juan pelaksanaan, keterlambatan, dan biaya 


pelaksanaan yang telah dikeluarkan. Selan- 


jutnya dari hasil pemantauan, manager akan 
mengetahui adanya hambatan-hambatan 
atau kelancaran-kelancaran pelaksanaan. 
Seandainya terjadi keterlambatan dalam 
pelaksanaan proyek maka manager harus 
mengecek mengenai hal-hal yang menjadi 
penyebabnya, misalnya produktifitas yang 
menurun (dapat disebabkan oleh pengadaan 
barang yang terlambat, kerusakan peralat- 
an, penempatan material yang tidak teratur 
sehingga menghambat tranportasi di proyek 
dan lain-lain). 

Keselamatan kerja : Program keselamatan 
kerja perlu direncanakan sebelum pelaksa- 
naan proyek,karena program ini berkaitan 
dengan tindakan yang bersifat kemanusiaan, 
mengingat resiko kecelakaan di proyek yang 


begitu besar. Dengan program keselamatan 
kerja diharapkan akan mengurangi terjadi- 
nya kecelakaan yang fatal (luka berat atau 
kematian pada karyawan/pelaksana pro- 
yek), Perlu diketahui bahwa kecelakaan 
yang terjadi dalam pelaksanaan proyek akan 
mengakibatkan pengeluaran biaya yang tak 
diharapkan (pengobatan, rumah sakit, 
transportasi terhadap si korban) dan juga 
jadwal pelaksanaan menjadi terlambat atau 
produktifitas kerja menjadi menurun. Selain 
itu perbaikan terhadap bagian-bagian yang 
rusak pada peralatan ataupun konstruksi 
bangunan adalah tidak sedikit biayanya. 

Pengontrolan biaya : Yang dilakukan pada 
pengontrolan biaya ini adalah pemantauan 
terhadap biaya nyata yang telah dikeluarkan 
selama pelaksanaan proyek. Untuk memper- 
mudah dalam pemantauan, pada saat ini 
banyak software yang dapat digunakan un- 
tuk pemantauan biaya tersebut, misalnya 
dBase III, dBase III Plus, atau dBase IV. De- 
ngan software ini dapat dikembangkan pro- 
sram-program yang berisi pemasukan data- 
data setiap hari, pelaporan (biaya keseluruh- 
an atau yang dipilih/sortir), dan " editing”. 
Sehingga dengan penggunaan program ter- 
sebut manager proyek dapat segera menge- 


tahui dengan mudah biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan berdasarkan laporan yang -di- 


cetak. 
Kualitas : Kualitas menurut pafidangan 


teknik sipil adalah hasil dari pada kegiatan 
pelaksanaan di proyek yang sesuai dengan 
standar dan prosedur yang terdapat dalam 
kontrak. Standar tersebut mencakup kese- 
suaian warna, ukuran, kekuatan bahan, 
bentuk lain-lain. Dalam pelaksanaan proyek, 
pemberi tugas sangat memperhatikan terha- 
dap kualitas. Untuk memperoleh kualitas 
yang sesuai dengan standar, pemberi tugas 
menugaskan kontraktor untuk melakukan 
pengukuran dan pengetesan bahan (kekuat- 
an beton, kayu, baja tulangan dan lain-lain). 
Hasil kualitas yang baik akan memberikan 
kepuasan terhadap pemberi tugas dengan 
terjaminnya kekuatan konstruksi dan este- 


tika bangunan. 
Penggunaan komputer : Untuk mendu- 


kung kegiatan-kegiatan di proyek yang be- 
gitu komplek, penggunaan komputer sangat 
membantu pelaksanaan manajemen proyek. 
Dengan menggunakan komputer akan mem- 
permudah pekerjaan sehari-hari, misalnya 
untuk kegiatan manajemen material dan 
peralatan, kontrol biaya, dan jadwal pelak- 
sanaan proyek. Untuk kegiatan manajemen 
material, peralatan, dan kontrol biaya dapat 
menggunakan database management sys- 
tem”. Sedang untuk kegiatan jadwal pelak- 
sanaan proyek, dapat menggunakan ' pro- 
ject management system” yang banyak 
beredar saat ini. Keuntungan penggunaan 


komputer dalam pelaksanaan proyek ada- 
lah : laporan dapat dibutuhkan kapan saja 
dengan cepat, mudah pengoperasiannya, 
data yang dihasilkan rapi dan akurat. 

Koordinasi : Pemberi tugas mempunyai 
peranan penting dalam mengkoordinasikan 
kontraktor, konsultan, serta subkontraktor- 
subkontraktor. Begitu pula manager proyek 
memainkan peranan: utama dalam meng- 
koordinasikan pelaksana-pelaksana di la- 
pangan. Dalam hal ini setiap pelaksana 
harus mempunyai tugas dan tanggung ja- 
wab, serta ruang lingkup tugas yang jelas 
sehingga dalam tugasnya tidak terjadi per- 
selisihan-perselisihan yang berarti. Kerja 
sama yang baik perlu dijalin antara pelak- 
sana-pelaksana tersebut sehingga produksi 


kerja dapat meningkat. L) 
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uatu perencanaan mekanikal dan 
“3 elektrikal pada bangunan, terikat 

oleh berbagai ketentuan dan peratur- 
an yang berlaku. Terkadang, peraturan- 
peraturan yang berlaku sekarang sudah ti- 
dak relevan lagi. Perkembangan dalam bi- 
dang perencanaan mekanikal dan elektrikal 
suatu bangunan, banyak mengalami kema- 
juan pesat. Kemajuan tersebut, dapat beru- 
pa desain yang semakin kompleks maupun 
pemakaian bahan-bahan yang makin be- 
ragam bentuk, model dan jenisnya. ' Masa- 
lah peraturan memang tinggal peraturan, 
terkadang pelaksanaan di lapangan menun- 
tut lain,” ujar Ruurdoto, salah seorang pe- 
rencana Mekanikal dan Elektrikal (ME) pa- 
da bangunan-bangunan bertingkat. 


Berbagai peraturan tentang persyaratan. 


sebuah instalasi mekanikal dan elektrikal un- 
tuk bangunan, kini telah banyak dibuat dan 
diberlakukan oleh instansi terkait. Sejauh 
mana peraturan tersebut mengikat di dalam 
suatu perencanaan instalasi mekanikal dan 
elektrikal, tentu ada beberapa faktor yang 
ikut berperan. Umumnya pada perencanaan 
ME, pihaknya, mengikuti peraturan secara 
konsekuen. Baik itu peraturan menteri dan 
peraturan Pemerintah Daerah maupun stan- 
dar yang berskala nasional. ' Sedangkan 
standar yang bersifat internasional, diikuti 
sebatas standar tersebut dapat diaplikasikan 
di Indonesia,” ujarnya. Tentunya tidak ter- 
-lepas dari ketersediaan dana yang 
dianggarkan. 

Apakah peraturan-peraturan itu sudah 
memadai?. Ia menilai sudah cukup mema- 
dai. Namun ada dua hal penting yang ha- 
rus diperhatikan, sehubungan dengan pene- 
rapan peraturan serta standar-standar yang 
dianut. Dua hal itu antara lain: 1) Badan ser- 
ta kelompok-kelompok yang terkait, seyo- 
gyanya menerapkan semua peraturan dan 
standar yang disepakati bersama, berlaku 
untuk setiap bangunan gedung, dengan ska- 
la dan jenisnya masing-masing. Artinya, un- 
tuk bangunan rumah tinggal, bangunan ho- 
tel atau bangunan kantor, tentu ada 
perbedaan-perbedaan. Ia mengharapkan, si- 
kap konsekuen dari semua pihak yang ter- 
kait. Setelah peraturan itu sendiri diundang- 
kan dan diberlakukan, hendaknya pemerin- 
tah maupun perencana serta pengawas, 
mengikuti serta mengikuti secara konse- 
kuen, tanpa ada dispensasi, karena per- 
aturan dan standar tadi dianut justru untuk 
membuat agar bangunan menjadi aman dan 
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nyaman untuk dihuni dan dimanfaatkan. 

Selain itu, pihak-pihak yang terkait, baik 
itu pemerintah maupun kelompok-kelompok 
perencana atau kelompok lain yang relevan, 
seyogyanya selalu meninjau secara periodik 
dan cermat. 


Ibarat ''SIM” 

Melihat pentingnya peraturan dalam pe- 
rencanaan ME pada bangunan maka kemau- 
an semua pihak untuk mematuhi peraturan 
itu sangat penting. Lahirnya peraturan itu 
sendiri tentu saja melibatkan banyak pihak. 
Menurut Ruurdoto, dewasa ini kerja sama 
antara pemerintah dengan kelompok- ke- 
lompok tehnisi dan cendekiawan belum de- 
mikian efektif. Dan sangat perlu digalakkan 
untuk melahirkan peraturan-peraturan yang 
berbobot tehnis tinggi dan memadai. De- 
ngan demikian, tidak mengundang ke- 
inginan untuk melanggar peraturan terse- 
but, karena memang peraturan itu sendiri 
telah mantap dan memadai. 

Memang, kenyataannya kita selalu cende- 
rung untuk melanggar peraturan atau ke- 
tentuan yang berlaku demi suatu keun- 
tungan. Namun, dibalik itu sejumlah keru- 
gian akan muncul akibat perencanaan yang 
tidak mematuhi peraturan. Nah, kalau per- 
aturannya sudah mantap, disiapkan dengan 
memperhitungkan semua aspek dan dampak 
yang bakal terjadi, baik jangka pendek mau- 
pun panjang, maka dapat dengan tegar me- 
maksa semua pihak untuk mematuhi per- 
aturan yang ada, demi keamanan umum. 
Namun ternyata,dilapangan akan lain keja- 
diannya. Banyak pihak, terutama owner/pe- 
milik bangunan masih merasa keberatan ka- 
lau ketentuan yang ada harus dipenuhi. 
Alasannya, terutama karena menjadi mahal 
untuk keperluan itu. Nah kalau demikian, 
seorang perencana, disatu pihak harus me- 
lakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang 


berlaku dan di pihak lain dihadang kepen- 
tingan pemilik. ''Disinilah persoalan klasik 


yang selalu terjadi,” papar Ruurdoto. 


Anehnya lagi,setelah semua perencanaan 


mengacu pada peraturan yang berlaku, ta- 
pi giliran mengurus surat izin mendirikan 
bangunan, ada saja yang dipersulit. Entah 
alasan apa lagi,” katanya. Kalau begini ka- 
pan akan didapat ketertiban. Tertib tidak 
akan tercipta dengan sendirinya, tetapi ha- 
rus dengan kesungguhan, dengan kepedu- 
lian dan disiplin yang tinggi. Dan, katanya, 
jangan dilupakan, kesadaran masyarakat 
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akan perlunya peraturan serta standar un- 
tuk dipatuhi dan ditegakkan. Jadi, disamping 
harus tegas dalam memberlakukan setiap 
peraturan dan standar itu, juga harus mam- 
pu membina semualapisan masyarakat agar 
mereka menjadi sadar akan perlunya mema- 
tuhi suatu peraturan dan standar, tanpa 
membedakan jenis atau golongan masyara- 
kat yang manapun. 

Suatu kasus yang sering terjadi pada pe- 
rencanaan ME untuk bangunan, adanya ke- 
cenderungan pemilik tidak mau memasang 
perangkat pemadam kebakaran, misalnya 


Ir. Ruurdoto 


Fire alarm ini sebenarnya ibarat” SIM”. Ka- 
lau kita naik sepeda motor, tidak bawa SIM, 
'kan repot jika ada kejadian tabrakan, mi- 
salnya. Begitu pula untuk bangunan, ung 
kapnya. Nah kalau gedung kebakaran, te- 
rus nggak ada alat pemadam kebakarannya, 
kan bisa repot. 

Jangan sampai, setelah terjadi peristiwa, 
baru sadar akan pentingnya perencanaan 
yang benar. Ini jelas tidak ada gunanya. 

Mengingat pihak owner jarang yang me- 
nguasai peraturan tentang instalasi ME, ma- 
ka kelompok ahli ME harus memberikan 
pengarahan kepadanya. Ini bukan semata- 
mata didasarkan pada perizinan, tetapi ju- 
ga dijelaskan bahaya yang akan timbul, bi- 
la peraturan diabaikan. Kalau kita mau ju- 
jur, tutur Ruurdoto, banyak investor atau 
owner yang ingin membangun dengan bia- 
ya yang semurah mungkin, kalau perlu tan- 
pa pengaman apapun, asalkan gedungnya 
mentereng. Ini gambaran ekstrimnya, kare- 


na tidak semua investor atau owner meng- 
anut pendirian demikian. Jadi, kelihatan- 


nya, investor atau owner ingin membangun 
dengan biaya yang semurah mungkin. Ada- 
pun peraturan yang berlaku, ya, dipenuhi 
sebatas IMB sudah dikeluarkan pihak Pem- 
da. “Disinilah tugas kita bersama, untuk 
membiasakan mematuhi peraturan seperti 
ini dan memang diperlukan waktu lama dan 
perjuangan yang gigih dan melelahkan,'' 
katanya. . 

Ia menilai masih banyak masyarakat dan 
investor atau owner yang menganggap, bah- 
wa standar dan peraturan yang ada hanya 
akan merintangi keinginan dan programnya 
masing-masing. Misalnya suatu ketentuan 
Pemerintah mengenai Garis Sempadan Ba- 
ngunan (GSB) mengenai koefisien yang me- 
ngatur perbandingan antara luas tanah dan 
luas bangunan diatasnya. Itu semua diatur, 
tentu mempunyai tujuan untuk menata ko- 
ta secara apik dan tertib, tetapi ada saja 
pihak-pihak yang menganggap Pemerintah 
membatasi haknya sebagai pembangun/in- 
vestor. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan da- 
na yang harus disediakan untuk melengkapi 
suatu gedung dengan sistem penanggu- 
langan yang memadai. 


"Memang biaya untuk kepentingan ini ma- 
hal, hingga membuat investor enggan,” ka- 
tanya. Namun untuk keperluan sistem tata 
udara, yang akan membuat si investor nya- 
man, berapapun biaya yang diperlukan akan 
dipenuhi. Sebenarnya hal ini tidak perlu ter- 
jadi. Karena masing-masing kelengkapan 
itu, sama-sama penting bagi bangunan. Kon- 
disi seperti ini memperlihatkan seperti ada 
dua kepentingan yang tidak akan pernah 
sinkron. Satu pihak menginginkan biaya mu- 
rah, lain pihak terbentuk ketentuan yang 
berlaku dalam perencanaan ME. 


Perlu disempurnakan 

Sejauh mana peraturan-peraturan yang 
ditetapkan sekarang sudah banyak dipakai 
sebagai acuan perencanaan, tentu perlu ada- 
nya penyempurnaan. Ruurdoto menilai, ti- 
dak semua peraturan yang ada sekarang se- 
luruhnya sesuai dengan kondisi dan tun- 
tutan akan kemajuan di bidang mekanikal 
dan elektrikal. Dengan kemajuan inilah ter- 
jadi perubahan-perubahan disana-sini yang 
perlu segera disempurnakan. Ia menunjuk 
pada peraturan plambing yang dibuat tahun 
1979. Untuk kondisi sekarang sudah tidak 
relevan lagi, maka perlu disempurnakan. 
Begitu pula peraturan-peraturan lain, agar 
ditinjau kembali secara periodik.Disarankan- 
nya, untuk mengantisipasi perkembangan di 
bidang mekanikal dan elektrikal, semua 
perangkat peraturan yang mendukung pa- 
da kegiatan perencanaan, seyogyanya dalam 
kurun waktu selama-lamanya 5 tahun ha- 


rus ditinjau kembali. ' Dan memang, untuk 
melakukan semua itu tidak mudah,” tegas- 
nya. Diperlukan dana dan waktu yang tidak 
sedikit. Dan mengingat tugas aparat peme- 
rintah yang sibuk dengan tugas rutin kese- 
harian, maka hal ini akan sulit terealisir. Sa- 
lah satu jalan yang mungkin efektif, mem- 
berikan kesempatan pada para tehnisi yang 
profensional untuk menghimpun team gu- 
na bekerja sama dengan pihak pemerintah 
untuk menggodok dan melahirkan 
peraturan-peraturan yang diperlukan. 
Diakuinya, akan sangat membantu team 


yang menggodok dan berwenang menerbit- 
kan IMB di pemerintah daerah, apabila an- 
tara konsultan perencana dan konsultan 
pengawas serta pengelola proyek, berang- 
kat dari titik yang sama. Sehingga tidak di- 
perlukan demikian banyak adu argumenta- 
si yang sebenarnya dapat ditempuh dengan 
cara lain yang lebih ilmiah dan saling mem- 
bina satu terhadap yang lain. ' Dengan ca- 
ra demikian, dua kepentingan yang selalu 
bertolak belakang dalam perencanaan ME 
untuk bangunan akan segera terkikis habis”, 
jelasnya. Rakhidin. 


Berpacu meraup peluang 


nm inat para pengusaha swasta un- 
pa tuk menanamkan modalnya da- 
a lam pembangunan dan pengelo- 
laan pembangkit tenaga listrik, ternyata cu- 
kup banyak. Walau, peluang pengelolaan 
bisnis listrik ini merupakan hal baru, disam- 
ping memiliki resiko tinggi. Apa yang men- 
dorong para pengusaha terjun sebagai pro- 
dusen listrik? Berapa pasokan listrik swasta 
yang diharapkan pemerintah? Dan bagaima- 
na ketentuan pengelolaan usaha listrik swas- 
ta itu? 
Beberapa tahun terakhir ini, permintaan 
masyarakat konsumen listrik meningkat ta- 


jam, terutama industri/pabrik pabrik ber- 
kembang pesat. Sehingga perusahaan listrik 
negara (PLN) yang satu-satunya bertugas da- 
lam pengadaan listrik itu, merasa kewalahan 
melayani permintaan. Maklum, pada Pelita 
V ini saja kebutuhan energi listrik itu secara 
keseluruhan diperkirakan mencapai 3000 
MW guna memacu pertumbuhan investasi 
dan produksi non-migas. ' Sedangkan peme- 
rintah, hanya mampu menyediakan 2000 
MW.” ujar Menteri Pertambangan dan Ener- 
gi Ir Ginanjar Kartasasmita. 

Tampak jelas, jurang antara permintaan 
dan pengadaan. Lalu, krisis listrik pun me- 
landa, sulit dihindari. Akibatnya, para in- 
vestor menangguhkan proyeknya, pelayan- 
an PLN pun agak menurun, misalnya: ma- 
ti, dan mengganggu proses produksi per- 
usahaan industri/pabrik. Dan biaya yang di- 
pikul pabrik jadi lebih mahal, walau listrik 
PLN terkenal murah. Apakah kendala dan 
sekaligus tantangan tersebut, dibiarkan 
berlarut-larut? 

Nah, pemerintah pun menyadari dan 
memberikan kemudahan kemudahan kepa- 


pasar listrik 


da perusahaan-perusahaan industri/pabrik 
untuk menanggulangi sendiri kebutuhan li- 
striknya. Disamping memberikan pembe- 
basan bea-masuk atas impor diesel untuk pe- 
makaian sendiri, juga mengundang pihak 


badan usaha swasta untuk menyediakan te- 
naga listrik yang ditetapkan dalam Keputus- 
an Presiden No : 37 tahun 1992. Walau ada 
juga yang menyebutnya: terlambat, tetapi 
kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah 
itu, tepat. Apalagi, sebagaimana dikemuka- 
kan Menteri Pertambangan dan Energi — Ir 
Ginanjar Kartasasmita, pemerintah tidak 
mungkin terus-menerus meningkatkan ke- 
mampuan penyediaan tenaga listrik karena 
jumlah kebutuhan nasional kian meningkat 
dari tahun ke tahun. Jika sekarang pemerin- 


tah mampu meningkatkan produksi tenaga 
listrik sehingga mengimbangi konsumsi na- 


sional, tetapi karena konsumsi tersebut cen- 
derung terus meningkat maka penyeim- 
bangan itu akan kembali menjadi timpang. 
Justru itu, pemerintah mengimbau supaya 
kalangan swasta dan koperasi berpartisipasi 
dalam upaya penyediaan tenaga listrik ter - 
sebut. 

Menurut Ginanjar, biaya investasi untuk 
pembangkitan tenaga listrik itupun mahal. 
Sebagai contoh ia menyebutkan, untuk ke- 
listrikan di Jawa dan Bali dalam Repelita VI 
nanti, dapat menelan biaya sekitar USD 20 
milyar guna pembangunan pembangkit te- 
naga listrik berikut transmisi dan distribu- 
sinya. 

Adapun sasaran keseluruhan penyediaan 
tenaga listrik pada Repelita VI itu ditetap- 
kan: 10.000 — 11.000 MW. Dan dari jumlah 
tersebut; diharapkan perusahaan-perusaha- 
an listrik swasta diharapkan dapat mema- 
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sok sekurang-kurangnya 50 persen atau se- 
kitar 5.000 MW. 

Dengan demikian, kebutuhan konsumen 
listrik akan meningkat tajam. Ini berarti, pe- 
luang bagi perusahaan listrik swasta untuk 
berpacu merebut konsumen, disamping per- 
usahaan listrik negara pun siap memasar- 
kannya pula. 


Ketentuan usaha listrik 


swasta 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tena- 


ga listrik yang kian meningkat itu, Presiden 
Soeharto dalam suatu keputusannya No : 37 
tahun 1992 menetapkan tentang usaha pe- 
nyediaan tenaga listrik oleh swasta. Yang di- 
maksud dengan usaha listrik swasta terse- 
but, adalah semua usaha penyediaan tena- 
ga listrik yang diselenggarakan oleh badan 
usaha Swasta, dan Koperasi selaku peme- 
gang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Ke- 
pentingan Umum. 

Menurut keputusan presiden ini, pemerin- 
tah mengundang partisipasi swasta di dalam 
proyek-proyek yang ditentukan pemerintah 
dan disamping itu atas prakarsa sendiri, 
swasta dapat mengusulkan proyek-proyek 
tenaga listrik untuk dipertimbangkan oleh 
pemerintah. Dalam penyediaan tenaga lis- 
trik itu, diutamakan pola pelaksanaan: 
“Membangun, Memiliki dan Mengoperasi- 
kan “Selain pola pelaksanaan tersebut, da- 
pat dipertimbangkan kemungkinan penggu- 
naan pola pelaksanaan lain yang mengun- 
tungkan bagi Negara. Usaha listrik swasta 
itu, dapat dilakukan sebagai penanaman mo- 
dal sesuai dengan Undang-Undang No : 6 ta- 
hun 1968 sebagaimana diubah dengan 
Undang-undang No : 12 tahun 1970 atau 
Undang-undang No : 1 tahun 1967 sebagai- 
mana diubah dengan Undang-undang No : 
11 tahun 1970 atau penanaman modal di 
luar Undang-undang tersebut. 

Menteri Pertambangan dan Energi, menu- 
rut keputusan ini, memberikan Izin Usaha 
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan 
Umum, sebagai dasar Usaha Penyediaan Te- 
naga Listrik oleh Swasta. Izin Usaha dimak- 
sud, dapat diberikan untuk salah satu atau 
gabungan usaha pembangkitan tenaga lis- 
trik, usaha transmisi dan/atau usaha distri- 
busi. Dan tenaga listrik yang dibangkitkan, 
usaha transmisi dan usaha distribusi, dapat 
dijual kepada Perusahaan Umum Listrik Ne- 
gara (PLN) atau kepada pihak lain. Adapun, 
penjualan tenaga listrik, sewa jaringan 
transmisi dan sewa jaringan distribusi dari 
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan ter- 
sebut kepada PLN atau pihak lain diatur da- 
lam suatu perjanjian. Dalam hal ini dapat be- 
rupa perjanjian jual beli tenaga listrik atau 
perjanjian sewa jaringan transmisi atau per- 
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janjian sewa jaringan distribusi. 

"Harga jual tenaga listrik, harga sewa ja- 
ringan transmisi dan harga sewa jaringan 
distribusi, dinyatakan dalam mata uang Ru- 
piah dan dicantumkan dalam perjanjian pen- 
jualan,” demikian menurut pasal 4. 

Baik harga jual tenaga listrik maupun har- 
ga sewa jaringan-jaringan itu, dapat me- 
ngandung unsur penyesuaian berdasarkan 
perubahan unsur biaya tertentu yang dican- 
tumkan dalam perjanjian penjualan. Demi- 
kian pula, harga-harga jual dan sewa tena- 
ga listrik tersebut, wajib mencerminkan bia- 
ya yang paling ekonomis atas dasar kese- 
pakatan bersama dan perlu mendapat per- 
setujuan Menteri Pertambangan dan Energi. 

Menurut pasal 5, usaha penyediaan tena- 
ga listrik oleh swasta, hanya dapat dilaksa- 
nakan dengan pembiayaan tanpa jaminan 
Pemerintah terhadap modal yang ditanam- 
kan dan kewajiban membayar pinjaman. 

Keputusan presiden ini menetapkan, atas 
impor barang modal dalam rangka Usaha Pe- 
nyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, dibe- 
rikan fasilitas berupa: a) pembebasan atas 
pembayaran bea-masuk, b) tidak dipungut 
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, 
dan c) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan 
PPn-BM) yang terhutang ditangguhkan. Pe- 
laksanaan ketentuan ini, diatur lebih lanjut 
oleh Menteri Keuangan. 


Memperhatikan lingkungan 
hidup 

Keputusan presiden yang mulai berlaku 
pada tanggal 9 Juli 1992 ini menyebutkan 
pula, pembangunan pembangkit tenaga lis- 
trik oleh swasta dilaksanakan sesuai kebijak- 
sanaan Pemerintah dalam bidang energi dan 
didasarkan atas ketersediaan sumber ener- 
gi primer yang diperlukan seta pertim- 
bangan keekonomian usaha tersebut dan 
dengan mempernatikan pertimbangan-per- 
timbangan pelestarian lingkungan hidup. 


Untuk usaha pembangkitan tenaga listrik 
oleh swasta, diutamakan penggunaan sum- 
ber energi primer di luar minyak bumi, ke- 
cuali apabila di lokasi proyek pembangkitan 
yang diusulkan tidak bersedia atau atas da- 
sar keekonomian tidak mungkin digunakan 
sumber energi primer di luar minyak bumi. 
Dan pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan 
dimaksud, mengusahakan sendiri pemasok- 
an energi primer yang diperlukannya agar 
dapat menghasilkan biaya pembangkitan te- 
naga listrik yang paling ekonomis. ' Pema- 
sokan energi primer di luar minyak bumi itu, 
diutamakan yang berasal dari dalam nege- 
ri,” demikian disebutkan dalam pasal 7 ayat 


a 
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4. Ayat berikutnya menyebutkan, Menteri 
Pertambangan dan Energi melakukan pem- 
binaan dan pengawasan terhadap pelaksa- 
naan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh 
Swasta. Dan pembinaan serta pengawasan- 
nya, terutama meliputi keselamatan kerja, 
keselamatan umum, pengembangan usaha 
dan standarisasi dalam bidang ketenaga- 
listrikan. 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan 
bagi pelaksanaan keputusan Presiden ini di- 
atur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan 
dan Energi,'' demikian disebutkan dalam pa- 
sal 10. 

Nah, itu antara lain peluang dan keten- 
tuan usaha penyediaan tenaga listrik oleh 
swasta. Dan peluang ini, tampaknya tidak 
disia-siakan oleh perusahaan dalam negeri 
dan asing yang diizinkan melakukan pena- 
naman modal sepenuhnya alias 100 persen. 
Disamping PT Cikarang Listrindo yang siap 
memasarkan listriknya — terutama bagi ka- 
wasan industri yang sudah dan akan diba- 
ngun, perusahaan listrik swasta lainnya: Si- 
nar Mas Group akan membangun 5 pem- 
bangkit Isitrik tenaga uap (PLTU) dengan 
biaya sekitar Rp 400 milyar. Satu dari tiga 
pembangkit listrik yang direncanakan Sinar 
Mas Group, menurut pihak Departemen Per- 
tambangan dan Energi, sudah beroperasi be- 
lum lama berselang di Serang dengan ka- 
pasitas 35 MW. Sedangkan dua pembangkit 
listrik lainnya masing-masing di Serang dan 
Mojokerto dengan kapasitas yang sama di- 
jadwalkan sudah akan beroperasi perte- 
ngahan tahun 1993 mendatang. Ini saja 
dulu. 


Interio R 


ANGGUN DAN MEWAH 
DENGAN KULIT 


emiliki kursi berlapis kulit, 
menjadi dambaan banyak 
orang. Seperti halnya nilai 
tambah yang diberikan lapisan 


kulit pada jok mobil-mobil mewah, 
upholstery kulit pada kursi atau sofa juga 


menimbulkan kebanggaan tersendiri. 
Apabila ternyata tidak banyak orang 
yang memiliki, dikarenakan harganya 
memang mahal. Karena itulah dibuat dan 


digunakan kulit-kulit imitasi yang lebih 
murah. Tapi yang asli memang lain, 


serta lebih bergengsi. 

Kulit sebagai material pelapis, akan 
menampilkan keanggunan yang klasik 
dari sebuah kursi . Pemanfaatan kulit 


dalam warna senada atau satu warna 
sebagai pelapis, akan menonjolkan kesan 


ini. Sulit dibayangkan kombinasi berbagai 
warna kulit, akan menghadirkan kesan 
yang sesuai dengan sifatnya. Namun 
tidak berarti tidak dapat direka suatu 


desain kursi modern dengan upholstery 
kulit. 


Produsen furniture Cassina dari Italia, 
menghasilkan berbagai rancangan dengan 
sentuhan modern tanpa meninggalkan 
kesan anggun. Dimulai dengan 
pembuatan kursi-kursi untuk mengisi 
kapal-kapal mewah, Cassina kini menjadi 
salah satu penghasil furniture kulit papan 
atas dunia dengan produk-produknya 
yang digemari. Rancangan kursinya 
digarap oleh arsitek dan desainer Italia 


serta dari negeri lainnya. Sejak awal 
Cassina telah mengadakan kerjasama 


dengan arsitek-arsitek ternama . Saat ini, 
perusahaan yang berdiri tahun 1927 ini, 
menjadi pemegang hak paten dari kursi- 
kursi terkenal. Misalnya, Red and Blue” 


karya Gerrit T.Rietveld, ' Hill House '- 
nya Charles R. Mackintosh, serta 


beberapa karya arsitek Le Corbusier, 
Gunnar Asplund dan Frank Lloyd 
Wright. Karya-karya ini mempunyai 
bahan dasar bukan hanya kulit, tapi juga 
kayu, kain, baja dan sebagainya. 
Adapun salah satu ” kekuatan” 
upholstery kulit Cassina, adalah 
penonjolan keindahan natural kulit, 
disamping pemenuhan persyaratan lain 
seperti lazimnya produk kelas dunia, 
yaitu : daya tahan, perhatian seksama 


pada detail, kualitas bahan yang tinggi, 
konsistensi dan lain-lain. Disamping itu, 
kreasinya dikatakan merupakan hasil 
gabungan sentuhan seni dengan proses 
industri modern, serta kegunaan masa 
kini. 

Seperti yang diakui, Cassina tidak 
pernah menggunakan bagian kulit yang 
termurah. Harap maklum, meski sama- 
sama disebut kulit, ternyata ada vang 
mahal dan yang lebih murah, tergantung 
dari bagian mana kulit berasal. Kulit 
memang terdiri dari lapisan-lapisan. 
Lapisan kulit terluar, yaitu yang 
langsung terkena udara luar, dianggap 
terbaik. Jika diraba, kulit dari lapisan ini, 
terasa lebih lembut. Permukaannya 


mempunyai tekstur alami,berupa kerut- 
kerut halus. Tekstur seperti ini kadang- 


kadang ditiru dan dicapkan.dengan mesin 
pada kulit dari lapisan dalam: yang punya 
sifat lebih kasar. Lepas dari itu, konon 


semua kulit Cassina yang terdiri dari 


duapuluh macam warna, berasal dari 
hewan yang dipelihara dengan makanan 


khusus. Kulit upholstery-nya yang 
terbaik, yaitu jenis Pelle Naturale, 
diambil dari kambing yang bahkan tidak 
pernah digigit nyamuk. Artinya, tanpa 
cacat sama sekali. Kulit ini tersedia 
hanya dalam satu warna, coklat terang. 


Produk Unggulan 
Kursi dengan nama romantis Maralunga 
yang didesain oleh Vico Magistretti, 


merupakan produk Cassina yang merajai 
penjualan sejak diproduksi pertama kali 


1973. Dua puluh lima persen produk 
yang terjual adalah model ini. 
Penampilannya memang terkesan 
universal. Keunikan kursi ini terletak 
pada sandarannya yang bisa dilipat. 
Didukung dengan perhitungan ergonomik 
yang diterapkan pada desain, kursi ini 


agaknya dapat menunjang penggunaan 
yang fleksibel dan santai. 

Masih karya Vico Magistretti, tampil 
kursi bernama Sindbad (1981). Namanya 
tentu akan segera mengingatkan orang 
pada tokoh dalam kisah-kisah dari Timur 
Tengah. Agaknya, desain ini memang 
diilhami kisah kawasan itu, tepatnya 
mengenai permadani terbang. 
Penampilannya menyerupai permadani 
yang tersampir pada rangka. Upholstery 
menutupi bantalan pada dasar kayu yang 
dipernis hitam. Pada tepian upholstery, 
diberi border dalam warna berbeda. 

Berbeda dengan Maralunga dan 
Sindbad yang diproduksi dalam model 
armchair, ottoman dan sofa, kursi yang 
satu ini menampilkan gaya khas 


armchair. Namanya singkat saja : Wink. 


Sekilas pandang akan membawa imajinasi 


yang melihat kepada tokoh kartun 
Mickey Mouse dengan dua telinga besar 
di bagian atas. Telinga ini berfungsi 
sebagai headrest. Dengan mengeluarkan 
bagian dasar yang semula tertekuk ke 
bawah, kursi berubah menjadi sebuah 
chaise longue. Kemiringan sandaran pun 
dapat diatur sedemikian rupa. Desain 
kursi ini nampaknya ditujukan untuk 
digunakan sebagai alat penunjang pada 
kesempatan bersantai. Wink (1980) 
didesain oleh Toshiyuki Kita. 

Bagaimana dengan kursi makan ? 
Ternyata tidak sedikit yang beranggapan 
kursi makanpun perlu menampilkan 
keindahan estetis disamping memenuhi 
segi fungsionalnya. Kursi karya Gunnar 
Asplund contohnya. Goteborg 1 sejak 
lama menghadirkan keindahan. Ramping 
dengan rangka walnut dan diperkuat 


. dengan rangka baja. Kesederhanaan 


garisnya justru menonjolkan karakter 
vang kuat. Sekalipun tersedia dengan 
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upholstery kain, namun kulit nampak 
lebih seiring dengan karakternya. Erik 
Gunnar Asplund punya peran sangat 
besar pada perkembangan arsitektur 
Skandinavia dan desain di abad ke 
duapuluh. 

Satu lagi kursi makan yang tampil 
dengan karakter kuat, yaitu: Artu (1991) 
dari Isao Hosoe. Kesan selintas adalah 
garis-garis yang kaku. Namun pada 
bagian atas ada tekukan pada sandaran 
serta lengan yang sedikit memperlunak. 
Kursi ini tampak masif dari samping dan 
belakang. Seluruhnya memang ditutupi 
kulit yang kaku, diperkuat dengan 
struktur metal. 

Berbagai contoh produk Cassina, kini 
mengisi beberapa museum, galeri seni 
dan pusat kebudayaan terkemuka di 
dunia. Agaknya hal ini, tidak lepas dari 
kualitas yang ditampilkan serta kekhasan 
yang mantap dalam berlalunya waktu. Di 
Jakarta, kursi-kursi Cassina akan mulai 
dipasarkan oleh PT Decorous Mitra 
Selaras.L1 sorita. 
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awasan Mediterania yang kaya 
sinar matahari telah sering 
mengilhami berbagai karya seni 
dan desain. Laut Tengah, 
Catalonia, Barcelona, memang 
menjanjikan kesan tak terlupakan dengan 
gairah dan geloranya, sebagaimana 
disaksikan mata dunia yang tertuju kesini 
kala Olimpiade Barcelona berlangsung. 
Tak heran, jika Luis Cruanas, pemilik 


rangkaian rumah makan Eldorado Petit, 
menginginkan kehangatan Mediterania 
hadir pula pada desain interior 
restorannya yang terletak di jantung 
Manhattan. Tentunya, keinginan tersebut 
tidak lepas pula dari upaya memberi ciri 
yang telah dikenal pada restoran itu. 

Di Spanyol, nama Eldorado Petit 
sinonim dengan gaya penyajian khas 
Catalan. Dua restoran Cruanas, masing- 
masing di Barcelona dan di San Feliu de 
Guixols, Costa Brava, didesain oleh Jaime 


'Tressera. Tressera dengan cepat masuk 


ke jajaran desainer yang disegani di 
dunia internasional melalui hasil karyanya 
yang berupa furniture dan interior. 
Ketika Cruanas memutuskan untuk 
melebarkan sayap ke pantai New York, 
serta-merta ia berpaling kepada desainer 
yang sama, yang diharapkan dapat 
memperkenalkan baik restorannya, 
maupun rancangan interiornya di 
Manhattan. Dalam proyek ini, Tressera 
menggalang kerjasama dengan arsitek 
muda asal Catalan, Robert Palli. 

Rumah makan ini berada di atas tapak 


yang penuh masalah pada blok yang 
penuh sesak, dimana berbagai restoran 


pernah dibuka dan ditutup. Terdiri dari 
dua lantai, suatu hal menempatkannya 
sebagai lantai dasar dari dua bangunan 
yang berdekatan. Situasi ini 


menyebabkan dinding-dinding pembatas 
tidak dapat diubah-ubah. Ada lagi 


masalah-masalah yang harus diatasi. 


Ruang masuk bujur sangkar, diterangi dengan cahaya yang diproyeksikan 


membentuk bayangan logo restoran. 


Ruang perantara yang luas mengantar 
pengunjung memasuki ruang makan di 
lantai dua yang digunakan untuk 
makan maupun pesta pribadi. Dengan 
melanjutkan karakteristik warna dan 


bahan, lantai ini dimaksudkan 


mempunyai status yang sama dengan 
lantai di bawahnya. 


Diantaranya, tiadanya perlengkapan yang 
dibutuhkan, seperti jendela di sepanjang 
dinding. Juga plat lantai yang tipis, 
ditambah kenyataan bahwa lantai yang 
lebih tinggi dibuat menjadi bagian 
integral dengan restoran. 

Tugas awal desainer adalah 


menyederhanakan layout yang rumit ini. 
Diantaranya: jika diperlukan 
membongkar seluruh partisi, karakter 
hubungan pembebanannya harus 
diselamatkan. 


Karakter ruang yang kemudian 
diciptakan oleh Tresserra dan Palli, lahir 
dari bentuk-bentuk geometrik. Sebuah 
area masuk beserta barnya, dirancang 


dalam bentuk segi empat. Ruang ini 
mengantar pengunjung masuk ke dalam 


dua buah ruang makan berbentuk segi 
empat panjang. Berat dari dinding 
struktural yang membagi dua zona ini 
diperkecil dengan bentuk-bentuk kubus 


AAA Ha 


di sepanjang elevasi. 

Untuk mencapai lantai atas, 
pengunjung harus melintas ruang dalam 
restoran ke tangga yang ditempatkan di 
sebelah belakang. Sebuah ruang 
perantara yang impresif akan 
menyambut sebelum memasuki ruang 
makan. Bentuk dan gaya ruang perantara 
ini diselaraskan dengan entrance hall di 
lantai dasar. Tresserra mempunyai alasan 
tersendiri mengenai hal ini. Menurut 


Detail berupa "fosil" bintang laut pada 
lantai beton. è 


www 
Pemandangan dari bar pada lantai 
dasar, ke ruang makan kedua di 
lantai dasar. Suasana yang 
mengingatkan pada kawasan 
Mediterania, tampil melalui 
pemakaian bahan, nuansa warna 
terakota dan proyeksi yang membentuk 
bayangan kehidupan laut. Y 


Tresserra, hall yang besar itu memberi 


karakter agung yang tidak kalah dengan 
lantai dasar. Dengan demikian, terhindar 


pula kesan bahwa yang terletak di bagian 
atas diperlakukan sebagai elemen nomor 
dua. 


Memasuki restoran ini, akan disadari 
penggunaan material yang sangat kaya 
diterakan pada dinding, lantai dan langit- 
langit. Elemen yang beraneka ini 
bergabung secara selaras untuk 
melahirkan suatu skema monokromatik 
dalam corak terakota. 

Sebagai bahan lantai, digunakan beton 
yang diwarnai. Diatasnya dilapisi vinyl. 
Seluruh dinding dan langit-langit 
diselesaikan dengan plesteran semen. 


Bahan-bahan dominan lainnya adalah 
walnut, besi dan pualam putih. Besi 


banyak digunakan untuk perabot. Pualam 
putih antara lain tampil pada kandelar 


“berbentuk piramida terpancung yang 


langsung dan unik. Tresserra membuat 


desain perabotan yang khusus untuk 
restoran ini. Secara kebetulan, perabotan 


ini menampilkan kesan yang serupa 
dengan yang ditemukan pada koleksi 
pribadi sang desainer, seperti yang 
terlihat di pameran-pameran furniture 


internasional. Elemen-elemen yang 
didesain untuk restoran ini melibatkan 
pula sentuhan tangan para pengrajin 


kecil dari Barcelona. 

Hal yang juga tidak boleh diabaikan, 
adalah detail-detail halus. Diantaranya, 
logo yang diproyeksikan pada lantai 


entrance hall. Proyeksi yang serupa 
mengenai kehidupan laut, dilakukan pula 


di dinding-dinding. Pendekatan ini 
dilakukan, selain untuk memberi bentuk 
kepada cahaya, juga untuk menghadirkan 
cahaya dalam ruangan. Seperti yang 
telah diungkapkan, tiadanya jendela- 
jendela di sepanjang dinding, 
menyebabkan ruang tidak mempunyai 
hubungan dengan pencahayaan ruang 
luar. 

Desain yang dihasilkan Tresserra dan 


Palli, telah memancarkan suatu citra 
Mediterania yang guapa (cantik), semarak 


dan megah. Bagaikan oasis, Eldorado 

Petit dengan kapasitastempat duduk 135 
buah, kemudian menawarkar pula suatu 
tempat perhentian dari kesibukan pusat 


kota,yang nyaman dan menggairahkan.L) 
Sorita/Interior Design. 


Tampak elemen-elemen di ruang 
makan : furniture yang dibuat di 
Barcelona, jajaran kandelar pualam 
putih dan lain-lain. 


alam sebuah survey nasional 
berkenaan dengan para 
penyandang cacat yang 
dilaksanakan di Amerika 


Serikat, ditemukan, yang paling sering 
diminta oleh para pemakai kursi roda 
adalah: duduk di rumput! Sangat 
sederhana, dan seolah-olah mudah untuk 
dipenuhi. Apakah memang sesederhana 
itu? Tidak juga. 

Pasalnya, di abad modern ini telah 
tumbuh kesadaran bahwa kaum 
penyandang cacat harus dilatih untuk 
mandiri. Namun bayangkan, betapa 
sulitnya bagi mereka yang lumpuh kedua 
kakinya, untuk berpindah dari kursi 


rodanya ke atas tanah berumput. 
Nyatalah, tetap dibutuhkan dukungan 


untuk memenuhi angan-angan seperti: 
berdekatan dengan alam, melakukan 
aktifitas di ruang terbuka bersama-sama 
dengan mereka yang normal, bermain 
dengan berbagai peralatan yang ada di 
taman umum, dan sebagainya. Dalam hal 
ini, dukungan yang diharapkan | 
sebenarnya berasal dari para arsitek: 
lansekap dan arsitek melalui desain 
mereka yang memberi perhatian kepada 


penyandang cacat. 
Sayang sekali, agaknya mimpi serupa 


itu masih harus berkepanjangan bagi. 
penyangga cacat di negeri kita. Tengok 
saja taman-taman yang ada di Ibu Kota: 
Banyak diantaranya yang akan sulit 


dicapai pemakai kursi roda tanpa 
bantuan, karena tidak dilengkapi dengan 
ramp yang aman. Undakan peralihannya 
kadang-kadang demikian tinggi, sehingga 
tidak nyaman. Bahkan, bagi orang 
normal. Belum lagi pemilihan bahan 


permukaan yang seringkali lebih 
menekankan pada keindahannya semata. 


Orang-orang tuna netra, boleh jadi akan 
tersesat di taman karena tiadanya 
petunjuk atau tanda-tanda yang dapat 
dimengerti. 


Susan Goltsman, ASLA, dan David 
Driskell, dalam artikelnya di majalah 


Landscape. Architecture mengungkapkan, 
di Amerika Serikatpun beberapa waktu 
berselang masih ada masalah-masalah 
serupa. Contohnya, sekalipun para 


penyandang cacat dapat memasuki taman 
umum, namun tidak diperkenankan 


melakukan kegiatan tertentu yang 


diperbolehkan bagi orang normal. 


Adalah arsitekRon Mace, AIA, yang pada 
awal 1970-an melontarkan istilah 
Universal Design, yaitu paradigma desain 


dengan pendekatan dari perspektif 
keseluruhan pemakai, bukan pemakai 


rata-rata, pada perencanaan tapak dan 
fasilitas. Pendekatan Desain Universal 
mempertimbangkan berbagai derajat 


kemampuan panca indra, semua tipe 
daya penggerak, serta semua tingkatan 


fungsi fisik dan intelektual, saat memilih 
tapak, merencanakan bangunan atau 
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membuat sebuah program. Sebagai 
contoh, lebar dari jalan setapak tidak 
semata-mata ditentukan kebutuhan ruang 
untuk orang berbaris dua-dua, namun 
juga oleh dua buah kursi roda 
berdampingan. Tanda-tanda tidak 
sekedar dituliskan, tapi memasukkan juga 
gambar-gambar lengkap dengan audio. 


Dari segi jaminan hukum, kaum 
penyandang cacat di Amerika Serikat kini 
boleh berbesar hati. Sebuah hukum 
komprehensif -The Americans With 
Disabilities (ADA)- telah berlaku efektif 


sejak Januari lalu dengan tujuan 
melindungi kepentingan orang- orang 


yang mempunyai cacat, iki 
menyempurnakan pembuatannya selama 
20 tahun. Melalui ADA, akses ke tempat- 
tempat rekreasi dan bermain kini 
merupakan hak sipil yang dijamin bagi 
seluruh rakyat Amerika. Sementara 
peraturan-peraturan ADA dilaksanakan, 
efeknya akan mempunyai jangkauan 
yang jauh pada praktek arsitektur 
lansekap. Artikel Goltsman dan Driskell.: : 
yang telah dikemukakan, menawarkan 
beberapa petunjuk bagi arsitek lansekap . 
dalam menerapkan ADA dalam taman .:: 
dan area bermain. Sebagai bahan a- 
perbandingan, rasanya usulan-usulan 
tersebut, yang diangkat dalam tulisan 


kali ini, layak untuk disimak. 
Menerapkan Desain Universat dapat 
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dikatakan sebagai salah satu bentuk 
pelaksanaan ADA. Kunci Desain 
Universal adalah menyediakan bermacam 
elemen desain dalam lingkungan untuk 


memenuhi kebutuhan dari tingkat 
kemampuan yang berlainan. 


Untuk menstrukturkan dan 
merumuskan sasaran Desain Universal, 
arsitek lansekap dapat menggunakan 
sistem ' Tingkat Aksesibilitas” untuk 


menciptakan dan mengatur aneka 
kemungkinan dalam lansekap. Sistem 


seperti itu telah lama digunakan dalam 
hiking dan olahraga ski, dimana jalur 
pendakian atau lintasan ski dikategorikan 
dalam mudah”, ' menengah”, "sukar, 
khusus untuk ahli”. Sistem seperti itu 
memberikan variasi tantangan-tantangan, 
sehingga memberikan kesempatan 
kepada setiap orang untuk membuat 
pilihan berdasarkan tingkat 
kemampuannya. 


Sistem Tingkat aksesibilitas dapat 
digunakan untuk mengevaluasi tapak dan 
perlengkapannya dengan skala tertentu. 
Ditetapkan pada skala, tingkat 1) mudah 
dicapai. Tingkat dasar ini dipergunakan 
bagi semua fasilitas dan aktifitas utama, 
termasuk parkir dan sistem sirkulasi 
primer. Ini berarti, program tersebut, 
servis atau fasilitasnya terutama didesain 


untuk dapat digunakan oleh mayoritas 
penyandang cacat dengan bebas dan 
mudah. Tingkat 2) dapat dipergunakan. 
Tingkat ini diterapkan pada tapak-tapak 
ruang luar dan tatanan dengan tanjakan 
dan material permukaan yang lebih 
menantang untuk orang-orang yang 
mempunyai keterbatasan dalam bergerak. 
Beberapa pemakai yang mempunyai 
hambatan, boleh jadi membutuhkan 
pertolongan. Tingkat 3)Sukar. Tingkat ini 
lebih banyak digunakan pada setting 
natural atau bahkan liar,dimana terdapat 
tanjakan yang lebih curam dan 


Dinding pemindah, cara sederhana 
untuk membuat alam menjadi mudah 
didekati. 


permukaan kasar. Setting ini dapat 


digunakan tanpa bimbingan untuk 
berolahraga oleh orang dengan sebuah 


cacat. Bagaimanapun secara umum, 
orang yang mempunyai keterbatasan 
bergerak, membutuhkan bantuan. 
Lingkungan yang terbaik 
mengintegrasikan seluruh Tingkat 
Aksesibilitas, maka disana ada pilihan. 
Lebih banyak keanekaragaman dalam 
setting, lebih besar kesempatan tapak 
tersebut dapat dipergunakan oleh 
pemakai dari kalangan yang lebih luas. 


Area Bermain 
Yang Mudah Dicapai 


Pengertian tentang bagaimana cara 
anak-anak bermain adalah hal terpenting 


dalam mendesain area bermain. Dengan 
demikian area bermain dapat dibuat 


lebih menerima, lebih tinggi tingkat 
keselamatannya dan lebih merangsang anak 
untuk bermain, dengan biaya yang dapat 
ditekan lebih rendah. | | 
Pendekatan tradisional untuk area 
bermain adalah menempatkan peralatan 


| - bermain buatan pabrik sebagai elemen- 
elemen terpisah, di atas landasan pasir 
“atau serbuk kayu. Ternyata, dalam 


penelitian terlihat, setting seperti ini 


jarang memenuhi apa yang dibutuhkan 
anak-anak dalam bermain. Anak-anak 


senang membangun dan berpura-pura. 
Membuat sebuah tempat persembunyian, 
menggali terowongan atau main rumah- 
rumahan adalah kegiatan favorit anak. 


Dalam permainan seperti ini, anak-anak 
pada seluruh tingkat kemampuan dapat 


ikut serta, dan dapat disediakan dengan 
dana yang sangat rendah. Sebagai 
contoh, sebuah area bermain dengan 
pasir dan air yang luas yang dibuat 
mudah didatangi dengan menempatkan 
batang-batang dan tumpukan pasir yang 


dapat dipanjat adalah suatu modal 
permainan yang dapat digunakan untuk 
menghabiskan waktu dan menyajikan 
nilai permainan anak dengan berbagai 
tingkat kemampuan (lihat Gambar 1). 
Peralatan buatan pabrik kerapkali juga 
diperlukan, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan bermain lainnya, seperti 
memanjat. Untuk itu, ada beberapa hal 
yang perlu menjadi pertimbangan ketika 
memilih, memasang dan menempatkan 
peralatan. Pertimbangan itu antara lain 
perlunya ada titik akses pada seluruh 


aktifitas yang ditawarkan. Sebagai 
contoh, jika di tempat tersebut terdapat 


tiga buah jaring panjat, setidak-tidaknya 
sebuah harus dapat dicapai dengan 
mudah, dimana anak-anak yang 
mempunyai hambatan dapat mendekati 


peralatan dan berpindah ke dalamnya. 
Jalan-jalan masuk tidak hanya harus 


padat. Namun juga lebar - sekitar 2.20 
m. Maka dua anak dalam kursi roda 
dapat lewat. Sekalipun padat, perlu bahan 


Bak Pasir dan air mempunyai nilai 
permainan yang dapat menyibukkan 
anak-anak untuk waktu lama. 
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COON SOPANEN i 
SE SRS 


Haa Aa TOTE area” ae aa "e"n", SS ono no no o e 


AKAR AKAN NN AN NA ANN NAN NN KANAN aa NN) 


LEAN NN a a a AAN NN 
SNN NAN aan A A A aa ae a aaa 


Ba a a a a 2a ae a o.o 0-0 o c'o a'c s a"n o a a a 00 AN UU on o a o o n a a a a a n a a a a n 


permukaan yang aman. 

Untuk menempatkan peralatan, 
desainer perlu memahami bentuk tanah 
secara pasti. Ini perlu untuk 
mempertimbangkan lokasi titik 
pencapaian, jalan masuk untuk setiap 
aktifitas dan lain-lain. Jika mungkin 
disediakan tempat parkir untuk kursi 
roda di luar daerah turun atau luncuran, 
serta jalanan di sekeliling peralatan. 
Sementara itu, dibutuhkan material 
permukaan yang tepat 1.80 m hingga 2.4 
m di sekeliling dan bagian bawah 
peralatan bermain dengan standar 
tertentu. Menurut standar keamanan, 
dibutuhkan material permukaan yang 
dapat mengurangi dampak akibat 
benturan. 

Hingga kini, material permukaan yang 
azim digunakan adalah bahan organik 
seperti pasir dan serbuk kayu atau 
butiran gravel. Sebenarnya, bahan-bahan 
ini kurang tepat karena tidak memberi 
kesempatan kepada anak-anak dalam 
kursi roda atau dengan hambatan 
mobilitas untuk melakukan pergerakan di 
atasnya. Sementara itu, permukaan keras 


seperti aspal, beton atau granit, dapat 
membahayakan anak-anak jika terjatuh. 


Beberapa area bermain telah 
mempertimbangkan untuk menggunakan 
sejenis bahan sintetis melapisi bagian 
bawah alat permainan. Ada tiga tipe 
pelapis seperti ini. Pertama, tile yang 
dibuat dari butir karet, dikombinasikan 
dengan bahan yang dibalut polytherene. 
Semuanya dijadikan lembaran segi empat 
setebal 5-7.5 cm (tergantung kebutuhan 
proteksi yang dibutuhkan). 

Selain bahan tadi, digunakan pula 
lapisan berpegas dengan karet cor. 
Dibuat dari material yang sama dengan 
tile, tapi dicor di tempat. Ini memberikan 
fleksibilitas lebih tinggi dalam desain 
karena dapat mengikuti pinggiran yang 
berliku-liku atau topografi yang berubah- 
ubah. Namun, bahan ini lebih mahal. 

Dikenal pula lembaran-lembaran busa 
yang merupakan kombinasi lapisan 
permukaan dari karet natural dan 
sintetik, dengan bantalan busa setebal 
2.5 - 5 cm. Hampir serupa dengan tile, 
tapi yang ini mengandung lebih sedikit 
lapisan untuk ukuran lembaran yang 
lebih besar. 

Sayangnya, material-material pelapis 
tadi, akan sangat mahal jika digunakan 
untuk menutupi seluruh area bermain. 
Untuk mengontrol biaya, material 
permukaan dapat digunakan secara 
kombinasi. Bahan sintetik pada jalanan 
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yang mengarah ke titik akses dan di 
bawah peralatan bermain, pasir atau 


serbuk kayu pada area lainnya. 
Penyesuaian peralatan main buatan 
pabrik untuk membuatnya lebih mudah 
dicapai, dapat meimbulkan sejumlah isu 
keselamatan. Contohnya, jika pada 
peralatan itu ditambahkan sebuah ramp 
agar dapat dicapai dengan kursi roda, 
maka ada isu keselamatan yang timbul: 
peralatan sekarang mudah pula dicapai 
dengan skate board, sepeda dan segala 
macam alat beroda. Dengan sendirinya 
akan tercipta ko k yang potensial. 
Atau, ketika pemakai kursi digunakan 
dapat menjadi penghambat yang 
membahayakan dalam bersirkulasi. 


Jika mungkin ,sebenarnya lebih dianjurkan 
jika peralatan diletakkan berdekatan 
dengan bentukan-bentukan tanah yang 
natural. Peralatan dapat dicapai, melalui 
gunung-gunung kecil yang ada. Dengan 
demikian, tidak dibutuhkan lagi ramp. 

Apabila ramp tetap harus digunakan, 
desainer harus yakin panjangnya tidak 
lebih dari 360 cm dengan kemiringan 1 : 
20. Lebar ramp sekurang-kurangnya 110 
cm, dilengkapi dengan handrail dan ban- 
ban penyetop di sepanjang sisinya. Ban 
serupa ini digunakan pula pada bagian 
terrendah ramp, untuk digunakan 
sebagai semacam penghalang yang 
mengurangi dampak benturan, apabila 
kursi roda meluncur mundur. 

Dibalik segala upaya tadi, sebenarnya 


lebih diharapkan lahirnya generasi baru 
produk peralatan bermain yang lebih 


menunjukkan kreatifitas untuk mencapai 
aksesibilitas yang benar. Artinya, tidak 
semata-mata mengandalkan ramp yang 
dicantelkan begitu saja pada peralatan. 
Dengan ADA, tuntutan inovasi ini akan 
tumbuh lebih jauh lagi. 
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Menerapkan Aksesibilitas 
di Taman 
Entrance utama ke dalam taman harus 


mudah dikenal dan dicapai. Untuk itu 
perlu dibuat tanda-tanda yang 


sederhana, mudah dibaca atau 
dimengerti, dan ditempatkan pada 
ketinggian yang dapat dilihat dengan 
jelas oleh orang yang duduk di kursi roda 
serta anak-anak (120 cm). Untuk 
menunjukkan, aktifitas di dalam taman 
dapat dilakukan dengan segala tingkat 
kemampuan, perlu dipasang tanda 
dengan gambar sederhana yang 
mengesankan hal tersebut. Sebagai 
isyarat orientasi, lazim digunakan tanda- 
tanda berwarna dan panji-panji. 
Sementara itu, bagi orang yang lemah 
dalam penglihatannya, agaknya 
diperlukan isyarat dalam bentuk lain. 
Biasanya digunakan genta angin untuk 
tanda jalan masuk. Sedangkan peta 
petunjuk pada daerah entrance dan titik . 
kunci lainnya, perlu dilengkapi dengan 
braille untuk kepentingan tuna netra. 
Diperjelas lagi dengan bentuk-bentuk tiga 
dimensi atau bertekstur. | 


Satu hal yang sering terlupakan, fungsi 
terpenting taman bagi penyandang cacat 
adalah menyediakan pengalaman tentang 
alam. Karenanya, taman harus didesain 
dengan pemikiran tersebut. Begitu juga 
jalan setapak di dalam taman. Dinding 
pemindah di tepian jalan adalah salah 
satu bentuk penerapannya. 

Memasang dinding pemindah, 
merupakan suatu cara yang mudah untuk 
membuat alam menjadi aksesibel bagi 
semua orang. Dinding ini adalah 
tambahan di tepi jalan setapak, 


Jalan setapak harus dapat dilalui dua 
anak dalam kursi roda berdampingan.. 
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Untuk orang yang mempunyai 


' kelemahan dalam penglihatan, perlu 


diberi tanda-tanda tiga dimensi, 
tekstur atau braille yang mudah 
dimengerti. 


membatasi dengan area berumput yang 
diangkat. Tingginya 37.5 - 42.5 cm dan 
terbuat dari beton cor. Orang yang 
duduk di kursi roda dapat berpindah ke 
rumput dengan bantuan dinding ini. 
Untuk memperoleh jaminan keselamatan 
bagi anak-anak, dalam arti mereka tidak 


tergelincir pada waktu dinding basah, 
beton harus ditaburi pasir tipis. Yang 
menjadi masalah, permukaan seperti ini 
dapat melukai kala orang bergeser 


diatasnya, atau mengoyakkan pakaian. 
Untuk mengatasinya, dapat disediakan 


lempengan plastik sederhana selebar : 
tempat duduk. 

Jalan setapak sendiri, kemiringan dan 
kemiringan menyilangnya harus didesain 


dengan pertimbangan aksesibilitas. 
Penyelesaian permukaan jalan, 


penyelesaian pada tepian jalan dan 
sentuhan akhir seperti tanaman gantung 
dan lain-lain, harus didesain dengan 


pertimbangan yang sama. 


Di masa mendatang, penerapan ADA 
lebih jauh oleh para arsitek lansekap 


akan memberikan kesempatan lebih luas 
kepada penyandang cacat maupun orang 
normal untuk menikmati berbagai 
fasilitas di ruang terbuka. Disitu Desain 
Universal akan memperlihatkan 
wujudnya. Yang sudah pasti, boleh 


diharapkan lingkungan yang lebih baik 


bagi semua orang. sorita. Landscape Architecture. 


iada seorang pun membantah, sa- 
T rana usaha perpasaran di DKI Ja- 
karta, tumbuh dan berkembang pe- 
sat, sejalan dengan pembangunan dan per 


tambahan penduduknya. Sarana usaha yang 
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari- 
hari itu, bukan saja dibangun dan dikelola 
oleh pemerintah daerah dalam hal ini PD Pa- 
sar Jaya, juga pihak swasta dengan berba- 
gai bentuk usaha: toko, pusat pertokoan, to- 
ko serba ada, pusat perbelanjaan, pusat per- 
dagangan, pasar swalayan (super market) 
dan sejenisnya. 


Menurut catatan, di DKI Jakarta sampai ta- 
hun 1991 lalu, terdapat 89 pasar swalayan 
dan 74 toko serba ada (Toserba), disamping 
165 unit pasar tradisional. Kehadiran pasar- 
pasar modern ini, dalam upaya para peng- 
usaha swasta untuk menampung minat be- 
lanja ke luar negeri yang cenderung mening- 
kat, sejak beberapa tahun terakhir. Apakah- 
kehadiran perpasaran swasta itu menimbul- 
kan persaingan dengan pasar-pasar tradisio- 
nal?. Apa dan bagaimana ketentuan tentang 
pengusahaan perpasaran swasta di DKI Ja- 
karta?. Apakah peraturan daerah ini men- 
cerminkan deregulasi? | 

Memang, sejak peraturan daerah tentang 


pengusahaan perpasaran swasta itu, di ”’ go- 
dok” berbagai tanggapan dilantunkan ka- 


langan terkait, sebagaimana dimuat berba- 
gai media Ibukota. Ada yang menyebutkan, 
ketentuan-ketentuandalam peraturan terse- 
but, kurang mencerminkan iklim deregula- 
si. Antara lain adanya ketentuan: ' setiap li- 
matahun sekali, wajib daftar ulang.” Pa- 
dahal, berbagai izin dibidang usaha swasta 
lainnya, izin pengusahaan itu berlaku sela- 
ma kegiatan usaha masih beroperasi (tanpa 
wajib daftar ulang). 

Disamping itu, kalangan pengusaha per- 
pasaran swasta mengharapkan, agar berla- 
kunya peraturan daerah itu,ditangguhkan. 
Kala tulisan ini diturunkan, peraturan dae- 
rah DKI Jakarta No: 8 tahun 1992 itu, da- 
lam sidang paripurnanya sudah disetujui 
DPRD setempat dan pelaksanaannya masih 
menunggu pengesahan Menteri Dalam 
Negeri. | 

Penjelasan umum peraturan daerah ter- 
sebut antara lain mengatakan, semakin me- 
ningkat dan berkembangnya usaha perpa- 
saran swasta itu, ternyata cukup berpenga- 
ruh terhadap para pedagang menengah dan 
kecil yang sebagian besar berada di pasar- 
pasar milik pemerintah DKI Jakarta, baik da- 
lam hal permodalan maupun persaingan da- 


Inrormasi 


lam cara menarik konsumen. Menyadari hal 


tersebut maka pemerintah daerah perlu 
mengambil langkah dan tindakan berupa 
pembinaan dan pengawasan terhadap usa- 
ha perpasaran swasta di wilayahnya. De- 
ngan demikian, dapat menjamin keseim- 
bangan usaha antara golongan ekonomi kuat 
yang mengusahakan perpasaran swasta de- 
ngan para pedagang golongan ekonomi me- 
nengah dan kecil. Dan sekaligus melindungi 
para pedagang yang disebut terakhir dari 
pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh 
persaingan dengan para pedagang berskala 
besar yang lebih cepat perkembangannya. 


Pembangunan perpasaran 
Setiap usaha perpasaran swasta di wila- 

yah DKI Jakarta, harus terlebih dulu mem- 

peroleh izin tertulis dari Gubernur Kepala 


Daerah. Dan permohonan izin tersebut, ha- 


rus diajukan kepada Gubernur Kepala Dae- 
rah. Adapun tata cara dan persyaratan per- 
mohonan izin tersebut, ditetapkan oleh Gu- 
bernur pula. Demikian antara lain disebut- 
kan dalam peraturan daerah DKI Jakarta No: 
8 tahun 1992 tentang pengusahaan perpa- 


saran swasta di wilayahnya. Peraturan ini 
mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1992. 


Yang dimaksud dengan perpasaran swas- 
ta dalam peraturan ini, adalah sarana tem- 


pat jual-beli umum milik swasta, yang mem- 
perdagangkan barang dan jasa secara lang- 
sung dan tidak langsung kepada konsumen, 
misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pu- 
sat perbelanjaan, toko serba ada, pusat per- 
dagangan, dan sejenisnya. Sedangkan, pem- 
bangunan perpasaran swasta adalah kegiat- 
an membangun gedung tempat usaha diatas 
tanah swasta dengan modal sepenuhnya 
dari pihak swasta atau membangun diatas ta- 
nah milik pedagang dengan dana swadaya 
pedagang masing-masing. 

Menurut peraturan daerah itu, izin peng- 
usahaan perpasaran swasta berlaku selama 
kegiatan usaha perdagangannya masih ber- 
operasi, dengan ketentuan setiap limatahun 
sekali wajib didaftar ulang. Izin ini, tidak da- 
pat dipindah-tangankan, kecuali mendapat 
persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala 
Daerah DKI Jakarta. 

"Pembangunan perpasaran swasta di wi- 
layah DKI Jakarta, harus sesuai dengan pe- 
raturan perundang-undangan yang berla- 
ku,” demikian disebutkan dalam pasal 5. 
Dalam melaksanakan pembangunan terse- 
but, khususnya pasar swalayan, harus mem- 
perhatikan lingkungan masyarakat dan pa- 
sar sekitarnya, serta keseimbangan pela- 


Seputar pengusahaan perpasaran di DKI Jakarta 


yanan. Dan pelaksanaan lebih lanjut keten- 
tuan yang disebut terakhir, ditetapkan oleh 


Gubernur Kepala Daerah. 
Menyinggung tentang pengusahaan per- 


pasaran swasta, peraturan daerah ini me- 
nyebutkan, harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: a) berbentuk badan hukum 
atau perorangan, b) pemohon adalah peng- 
usaha nasional dan dengan menggunakan 
modal dalam negeri, c) dalam hal meng- 
gunakan tenaga kerja asing, harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, dan d) me- 
menuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan 
oleh Gubernur Kepala Daerah dan ketentuan 
lain yang berlaku. 

Demikian pula, pendirian cabang usaha 
perpasaran swasta di wilayah DKI Jakarta, 
harus memenuhi ketentuan peraturan dae- 
rah ini. °° Waktu pelayanan pengusahaan 
perpasaran swasta diatur dan ditetapkan 
oleh Gubernur Kepala Daerah,” demikian 
menurut pasal 8. 

Pasal berikutnya menetapkan,barang da- 
gangan yang dijuai pada usaha Pasar Swa- 
layan, adalah barang-barang kebutuhan ru- 
mahtangga dan kebutuhan pokok sehari- 
hari. Dan barang dagangan yang dijual di pa- 
sar swalayan itu, harus memenuhi persya- 
ratan antara lain: a) diutamakan barang- 
barang produksi dalam negeri, b) kualitas 
barang dagangan dapat dipertanggung- 
jawabkan sesuai standar yang berlaku, dan 
c) harga yang berlaku adalah harga pasti dan 
harus dicantumkan secara jelas. 

Penyediaan kebutuhan barang 9 bahan 
pokok dan bahan pangan segar lainnya, di- 
peroleh dari pengusaha ekonomi lemah de- 
ngan mengutamakan pedagang pasar atau 
koperasi di wilayah DKI Jakarta. Pelaksa- 
naan lebih lanjut ketentuan tersebut, dite- 
tapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

Mengenai pembinaan dan pengendalian, 
ditetapkan, bahwa dalam melaksanakan ke- 
tentuan tentang pembangunan perpasaran 
swasta itu (baca: pasal 5), Gubernur Kepala 
Daerah dibantu oleh Tim Pertimbangan 


Pengusahaan Perpasaran Swasta yang di- 
bentuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan 


Gubernur membina para pedagang di per- 
pasaran swasta, khususnya terhadap peda- 
gang ekonomi lemah. 


Kewajiban pengusaha 

Adapun kewajiban pengusaha, menurut 
pasal 12 peraturan daerah ini, ialah: 1) se- 
tiap pembangunan dan pengusahaan perpa- 
saran swasta dengan luas efektif 200 m2 ke 
atas, wajib menyediakan tempat usaha ba- 


91 


KONSTRUKSI, September 1992 


an RIA In A MIRI DN IN AI UI KER A a A AAA 


gi pedagang kecil, 2) Kewajiban menyedia- 
kan tempat usaha tersebut, dapat juga dila- 
kukan dalam bentuk lain, dan 3) Kewajiban 
sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Gu- 


bernur Kepala Daerah. 

Pasal berikut menetapkan, setiap peng- 
usaha perpasaran swasta wajib membina pa- 
ra pedagang ekonomijlemah yang memasok 
baran gdagangannya ke perpasaran swasta 
dimaksud. 

Pasal 14 menyebutkan, untuk memproleh 
izin pengusahaan perpasaran swasta dan 
daftar ulang dikenakan retribusi. Adapun 
besarnya retribusi tersebut, adalah sebagai 
berikut: a) Izin pengusahaan perpasaran 
swasta sebesar Rp 1.800, per m2 dan b) Daf- 
tar ulang sebesar Rp 1.000,- per limatahun. 
Jumlah retribusi yang harus dibayar sesuai 
dengan tarif dimaksud, berdasarkan formulir 
yang telah diisi. Dan bentuk dan isi formu- 
lir tersebut, ditetapkan oleh Gubernur Ke- 


pala Daerah. 
Wajib retribusi usaha perpasaran swasta 


harus mengisi formulir yang telah disedia- 


kan serta mencantumkan data yang lengkap 
dan benar,” demikian disebutkan dalam pa- 


sal 15. 
Dalam hal pembayaran dan penetapan, 


menurut peraturan daerah ini, setiap wajib 
retribusi harus membayar retribusi yang ter- 
hutang dengan tidak tergantung pada ada- 
nya Surat Ketetapan Retribusi. Disebutkan 
pula, jika ternyata retribusi yang terhutang 
itu, dibayar keurang atau sama sekali tidak 
dibayar menurut besarnya retribusi, ditetap- 
kan karena jabatan oleh Gubernur Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuknya se- 
lama belum lewat tigatahun. Retribusi yang 
ditetapkan itu, ditambah satu kali dari 
jumlah retribusi yang kurang atau tidak di- 
bayar. Dan Gubernur Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuknya berwenang me- 
ngurangkan atau membatalkan baik untuk 
seluruhnya atau sebagian tambahan, berda- 
sarkan kehilafan atau kelalaian yang dapat 
dimaafkan. Surat Ketetapan Retribusi terse- 
but, berlaku ketentuan tentang penagihan 
retribusi daerah. 
Penagihan 

Pasal 19 peraturan daerah DKI Jakarta ini 
menyebutkan, bahwa Surat Ketetapan Re- 
tribusi dan tambahannya, merupakan dasar 
penagihan retribusi. Dan bila retribusi yang 
terhutang, pada saat jatuh tempo pem- 
bayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, 
maka atas jumlah retribusi yang tidak di- 
bayar dikenakan denda 50 persen. 

Adapun hak untuk melakukan penagihan 
retribusi, termasuk denda administrasi, tarn- 
bahan, kenaikan dan biaya penagihan gu- 
gur, setelah lampau tigatahun, terhitung se- 
jak saat terhutangnya retribusi. 
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Tata cara penghapusan terhadap piutang 
retribusi yang diatur dalam peraturan dae- 
rah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah. 

Wajib retribusi, menurut pasal 23, dapat 
mengajukan keberatan terhadap ketetapan 
retribusi dalam jangka waktu tigabulan, se- 
jak tanggal penetapan. Dan Gubernur Ke- 
pala Daerah menetapkan atas keberatan 
yang diajukan. Apabila dalam jangka wak- 
tu enambulan Gubernur Kepala Daerah ti- 
dak menetapkan keputusan dimaksud di- 
atas, maka keberatan yang diajukan terse- 
but dianggap diterima. Demikian juga, ke- 
wajiban untuk membayar retribusi tidak ter- 
tunda dengan diajukannya Surat Keberatan 
tersebut. 

Menurut pasal 24, Gubernur Kepala Dae- 
rah dapat menetapkan pembebasan atau 
pengurangan besarnya retribusi yang ter- 
cantum dalam peraturan daerah ini. Dan 
pengawasan atas pelaksanaan ketentuan da- 
lam peraturan daerah ini, ditugaskan kepa- 
da pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Ke- 


pala Daerah. 
Demikian antara lain ketentuan peraturan 


daerah DKI Jakarta No: 8 tahun 1992 ten- 
tang pengusahaan perpasaran swasta di wi- 
layahnya. Adapun izin pengusahaanyang te- 
lah diterbitkan, sebelum berlakunya per- 
aturan daerah ini masih tetap berlaku. Dan 
dalam jangka waktu satu tahun, sejak ber- 
lakunya peraturan ini seluruh perpasaran 
swasta wajib memiliki izin dan menyesuai- 
kan dengan peraturan daerah ini. 
Memang, pengelolaan perpasaran — baik 
itu milik pemerintah daerah maupun pihak 
swasta — tidak mudah. Maklum, yang na- 
manya pasar, tempat mempertemukan pro- 
dusen dan konsumen, bukan saja diwarnai 
persaingan tajam sesama pedagang sejenis 
setempat, juga lokasi, pemeliharaan dan pe- 
layanan ikut menentukan berhasilnya sua- 
tu pasar. Tidak sedikit pasar yang sudah di- 
bangun, kurang menarik masyarakat konsu- 
men, sehingga para pedagang enggan untuk 
berdagang. Demikian pula, walau lokasi pa- 
sar itu, letaknya strategis, mengingat peme- 
liharaan kurang memadai — misalnya becek 
dan acak-acakan — menyebabkan pembeli 
enggan datang, terlebih-lebih dimusim hu- 
jan. Ada lagi yang agak unik, bekas lokasi 
pasar yang sudah dijadikan jalan, tetap sa- 
ja ramai oleh pedagang maupun masyara- 
kat pembeli, kendatipun berkali-kali ” diter- 


tibkan” untuk pindah ke pasar yang baru, 
seperti di Jalan Pademangan 1, Jakarta 
Utara. 


Ambillah contoh lain: Pasar Baru Cengka- 
reng, Jakarta Barat. Konon, para pedagang 
yang menempati kios-kios pasar tersebut, 
mengeluh karena kondisi usaha dan kegiat- 
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an perdagangannya terus merosot. Ini 
diakibatkan, kalah bersaing dengan peda- 
gang kakilima yang juga berdagang di Pasar 
Baru itu. ' Para pedagang kakilima itu, be- 
rani menjual lebih murah ketimbang harga 
yang ditawarkan pedagang pasar,” ujar sa- 
lah seorang pedagang yang tidak ingin di- 
sebutkan namanya. 

Merosotnya kegiatan usaha tersebut, me- 
nyebabkan sebagian pedagang pasar, tidak 
mampu membayar cicilan kredit investasi ke- 
cil (KIK) atas kios mereka. Kabarnya, sudah 
70 kios terpaksa” disegel Bank DKI kare- 
na tidak mampu membayar cicilan. Jumlah 
ini, diperkirakan akan bertambah pula. 

Nah, itu antara lain tantangan dalam du- 
nia usaha perpasaran. Lalu ada yang bilang: 
menjadikan pasar itu, nyaman” memang 
perlu dalam arti: harga dan pelayanan yang 
menarik bagi konsumen, disamping men- . 
jauhkan pengunjung bersikap menutup hi- 
dung atau mengangkat rok guna menghin- 
dari gemerciknya tumpahan air selokan. 
Agaknya juga, persaingan diantara para 
pengelola perpasaran perlu dihindarkan, 
dan ditumbuhkan dan dipupuk kemitraan, 
kerjasama yang saling menguntungkan. | 


Inflasi dan 
sukubunga turun 


pakah laju inflasi dan sukubunga 
ga akan terus turun? Agaknya, per- 
as BA tanyaan ini senantiasa  menyeng- 
sol” benak para pengusaha dalam menge- 
lola perusahaanya masing-masing. Teruta- 
ma, bagi mereka yang merencanakan per- 
luasan usaha dengan dukungan kredit bank. 
Apalagi, para petinggi bidang moneter telah 
melantunkan,tahun ini laju inflasi ditarget- 
kan sekitar8 persen , bunga deposito 
menjadi 14—16 persen/tahun dan bunga 
pinjaman bank sekitar 20 persen. 

Nah, laju inflasi Juli 1992 hanya sebesar 
0,23 persen. Angka ini lebih rendah ketim- 
bang bulan sebelumnya — Juni 1992 — se- 
besar 0,65 persen. Menurut Biro Pusat Sta- 
tistik (BPS), kumulatif inflasi selama perio- 
de Januari sampai Juli 1992 (tahun kalen- 
der) menjadi 3,26 persen atau lebih kecil bila 
dibandingkan dengan periode yang sama ta- 
hun sebelumnya. Sedangkan, kumulatif in- 
flasi menurut tahun anggaran — April sam- 
pai Juli 1992 — sebesar 1,91 persen. Dan 
angka itu pun lebih rendah ketimbang pe- 
riode yang sama tahun sebelumnya: 4,40 
persen. 

Menurunnya angka tersebut mencermin- 
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kan, baik laju inflasi maupun peredaran 
uang cukup terkendali, hingga akhir April 
1992 sekitar Rp 26,107 triliun. Juga mem- 
perlihatkan, arus penyaluran barang-barang 
kebutuhan sehari-hari — terutama — dari 
daerah produsen ke konsumen, cukup 
memadai. 

Mengenai sukubunga deposito, tampak- 
nya, baik bank besar maupun kecil seolah- 
olah terdesak untuk menyesuaikan diri: me- 
nurunkan suku bunga depositonya masing- 
masing. Begitu pun, kala tulisan ini diturun- 
kan, bunga deposito tertinggi sekitar 23/24 
persen pertahun diberikan oleh Dipo Inter- 
nasional Bank dan Tata Bank. Dan terendah 
sekitar 15 persen/tahun diberikan oleh Bank 
of Tokyo dan Standard Chartered. Pada 
umumnya, bank-bank pemerintah maupun 
swasta nasional memberikan bunga deposito 
sekitar 20 persen atau masih diatas yang 
ditargetkan. 

Catatan Bank Indonesia memperlihatkan, 
sukubunga deposito 3 bulan pada bank-bank 
akhir Maret 1991 berkisar 25,5 persen dan 
secara bertahap turun menjadi sekitar 18 
persen/tahun pada akhir Juni 1992. Suku- 
bunga rata-rata tertimbang dari kredit mo- 
dal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) 
pada April 1991 mencapai angka tertinggi 
masing-masing 27,13 persen dan 23,30 per- 
sen, lalu secara bertahap turun menjadi 24,6 
persen dan 19,10 persen per tahun, akhir 


Maret 1992. 
Agaknya, penurunan bunga deposito dan 


pinjaman bank itu, terkait erat dengan 
kebijaksanaan Bank Indonesia yang 
pada pertengahan Agustus 1992 lalu menu- 
runkan lagi tingkat bunga SBI/SBPU sekitar 
1 persen. Kebijaksanaan ini, menurut pe- 
ngamat perbankan, pemerintah benar-benar 
bertujuan untuk menurunkan sukubunga 
deposito dan bunga pinjaman pada tingkat 
yang wajar. Maklum, bunga pinjaman sam- 
pai menjelang akhir Agustus 1992 lalu, ma- 


sih bertengger sekitar 26 persen per tahun. 
Sumber lainnya menimpali pula, bukan- 


kah tingkat margin yang wajar sekitar 3 sam- 


pai 4 persen?. Maka, dengan bunga deposi- 
to sekitar 18 persen, misalnya, berarti bu- 
nga pinjaman tersebut sudah layak turun. 
Tetapi, masih relatif tinggi, rata-rata diatas 
26 persen. °’ Apakah pihak perbankan itu, 
mengalami ketakutan menyalurkan kredit ke 
dunia usaha,” tanyanya lagi. 

Begitupun, para pengamat perbankan ya- 
kin, baik bunga deposito maupun bunga kre- 
dit akan turun lebih rendah lagi, bila Bank 
Indonesia terus memberikan dukungan, se- 
perti berbagai jurus yang dilaksanakannya 
akhir-akhir ini. Sehingga mendorong pihak 
perbankan untuk menyalurkan kreditnya, 
walau lebih selektif. I 
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Cuplikan Perda DKI Jakarta No: 3 tahun 1992 


Instalasi proteksi kebakaran 
diperiksa secara berkala 


mindah otomatis, harus dipasang 
untuk penerangan darurat di tangga, 
bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang 
akan menyala secara otomatis apabila aliran 
listrik utama terputus. Demikian pasal 124 


ayat 1, perda DKI Jakarta No: 3 tahun 1992 
tentang penanggulangan bahaya kebakaran 
di wilayahnya. Ayat berikutnya menyebut- 
kan, penerus (relay) pemindah aliran listrik 


otomatis yang dipasang untuk tujuan seba- 
gaimana dimaksud, harus ditempatkan pada 


peralatan sumber listrik batere yang mela- 
yani atau memberi aliran kepada lampu- 
lampu penerangan tersebut. 


S umber listrik batere dengan alat pe- 


"Lampu tanda keluar yang dipasang harus 
berhubungan dengan aliran batere yang 
bekerja secara otomatis dalam keadaan 
darurat,” demikian disebutkan pada ayat 3. 

Dalam hal bangunan tinggi, menurut pasal 
berikutnya, berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 103 sampai 124, 


kecuali dalam pasal 105 ayat 6 untuk pintu 
kebakaran dan koridor jalan keluar harus 


mempunyai ketahanan api minimum 2 jam. 
Disebutkan, setiap lantai bangunan tinggi 
harus dilindungi dengan sistem pemercik 
otomatis secara penuh. Dan tangga kebakar- 


an pada bangunan tinggi, harus dari tipe 
yang kedap asap, sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 74. Pada atap teratas bangunan, 
menurut pasal 125 ayat 4, harus disediakan 
fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan 
darurat. Untuk keperluan penyelamatan 
tersebut, dan atau keperluan lainnya, atap 
teratas bangunan dapat dipersiapkan lan- 
dasan helikopter. Dan penyediaan landasan 
tersebut. 

Maka itu, Gubernur Kepala Daerah dapat 
mewajibkan pada bangunan tertentu untuk 


menyediakan landasan helikopter pada 
bagian teratas bangunan. 


Pemeriksaan dan perizinan 


Peraturan daerah DKI Jakarta ini menye- 
butkan pula, setiap gambar dan data teknis 
perencanaan instalasi proteksi kebakaran 
dan sarana penyelamatan jiwa pada ba- 
ngunan harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat 
yang ditunjuk. Demikian pula, setiap pelak- 
sanaan pemasangan instalasi proteksi keba- 


———— 


karan dan atau sarana penyelamatan jiwa 
pada bangunan, harus mendapat persetuju- 
an dari Gubernur Kepala Daerah atau peja- 
bat yang ditunjuk, setelah diadakan peme- 
riksaan oleh petugas yang berwenang. 


” Apabila dalam pemeriksaan tersebut, 
ternyata masih banyak terdapat ketentuan- 
ketentuan yang belum dipenuhi, Gubernur 
Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk 
menunda dan atau melarang penggunaan 
suatu bangunan sampai dengan dipenuhi- 
nya persyaratan,” demikian bunyi pasal 126 
ayat 3. 


Pasal berikutnya menetapkan, Gubernur 
Kepala Daerah dapat memerintahkan peme- 
riksaan pekerjaan pembangunan dalam hu- 
bungannya dengan persyaratan pencegahan 
bahaya kebakaran. Pemeriksaan persyarat- 
an pencegahan kebakaran tersebut, ialah 
pemeriksaan ketentuan pencegahan dan 


pemadam kebakaran untuk bangunan ren- 
dah menengah dan tinggi disertai ketentuan 


penyediaan alat pemadam selama pemba- 
ngunan sedang dilaksanakan, sebagaimana 
dimaksud pasal 19 dan 20 ” Apabila dalam 
pemeriksaan tersebut, terdapat hal-hal yang 
meragukan atau sifatnya tertutup, Gubernur 
Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk 
mengadakan penelitian dan pengujian,” 
demikian ditetapkan. Dan semua pem- 
biayaan untuk pelaksanaan tugas ini men- 
jadi beban sepenuhnya dari pemilik atau 
pengelola, dan atau penanggungjawab ba- 
ngunan tersebut. 


Pada pasal 128 disebutkan, setiap bangun- 
an yang dipersyaratkan mempunyai insta- 
lasi proteksi kebakaran dan sarana penye- 
lamatan jiwa harus diperiksa secara berkala 
tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana 
penanggulangan kebakaran, sarana penye- 
lamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan 
langsung dengan usaha penanggulangan 
kebakaran. Dan bangunan yang telah dipe- 
riksa secara berkala dan telah memenuhi 
persyaratan, harus mendapat tanda stiker 
klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak 
pakai yang dikeluarkan oleh Gubernur Ke- 
pala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
Begitu juga, bangunan yang telah diperiksa 
secara berkala dan belum memenuhi persya- 
ratan, harus tetap mendapat stiker klasifi- 
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kasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat 
Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi 
perbaikannya yang dikeluarkan oleh Guber- 
nur Kepala Daerah atau pejabat yang di- 
tunjuk. Stiker klasifikasi tingkat bahaya itu, 
harus dipasang pada bagian dinding dekat 
pintu masuk utama pada ketinggian duame- 
ter dari permukaan tanah/lantai agar mudah 
dilihat. Sedangkan, sertifikat layak pakai, 
harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan 
dan kesiapan sarana penanggulangan keba- 
karan dan sarana penyelamatan jiwa dan 
telah ada. Apabila dipandang, menurut 


peraturan ini, Gubernur Kepala Daerah da- . 


pat melarang penggunaan bangunan yang 
belum memenuhi persyaratan dan atau 
mengandung ancaman bahaya kebakaran 
tinggi. 


Harus diperiksa 

Menurut peraturan daerah ini, potensi 
ancaman bahaya kebakaran yang ada di 
suatu bangunan, alat pencegah dan pema- 
dam kebakarannya, harus diperiksa secara 
berkala paling cepat satu tahun sekali, paling 
lambat tigatahun sekali, serta dalam waktu 
limatahun sekali harus dilaksanakan penge- 
tesan tabung bahan pemadamnya dengan 
tekanan hidrolik. Disamping itu, dapat dila- 
kukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan 
atau tanpa pemberitahuan terlebih dulu oleh 
Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk. 


Setiap pemilik dan atau pemakai alat 
pencegah dan pemadam kebakaran terse- 
but wajib member kesempatan dan mem- 


bantu kelancaran terlaksananya pemerik- 
saan. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh 


petugas Dinas Kebakaran yang harus dileng- 
kapi dengan surat tugas dan memakai tanda 
pengenal. khusus yang jelas pada waktu 
melaksanakan tugasnya. 


Alat pencegah dan pemadam kebakaran 
yang tidak memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, menurut 
keputusan ini, harus segera diisi, diganti dan 
atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam 
keadaan siap pakai. Adapun hasil pemerik- 
saan berkala tersebut, menentukan dipro- 
lehnya sertifikat layak pakai untuk waktu 


tertentu berdasarkan ketentuan yang ber- 
laku. 


Pasal 130 menetapkan, pemilik, pengelola 
dan «au penanggungjawab bangunan, sepe- 
nuhnya bertanggungjawab atas kelengkap- 
an, kelaikan seluruh alat pencegah dan 
pemadam kebakaran sesuai'dengan klasi- 
fikasi, penempatan, pemeliharaan, pera- 
watan, perbaikan dan penggantian alat 
tersebut, sesuai dengan ketentuan yang 


tercantum dalam peraturan daerah. 
Menurut pasal berikutnya, Gubernur Ke- 


pala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 
dalam melakukan tugas dapat memasuki 
dengan leluasa dan tanpa membayar, di- 
mana diadakan pertunjukan, keramaian 
umum, pertemuan atau kegiatan lainnya. 
Dalam hal penyelenggaraan pertunjukan 
atau pertemuan tersebut, wajib melakukan 
tindakan yang diperintahkan oleh petugas 
dimaksud untuk kepentingan pencegahan 
bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan 
sesudah berlangsungnya pertunjukan atau 
pertemuan itu. 


Setiap perorangan dan atau badan usaha 
yang melaksanakan pemasangan sistem 
instalasi proteksi kebakaran, harus men- 
dapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau 


pejabat yang ditunjuk,” demikian ditetap- 
kan dalam pasal 132. Dan setiap perusahaan 
dan atau badan usaha yang memasang, 
mendistribusikan, memperdagangkan atau 
mengedarkan segala jenis alat pencegah dan 
pemadam kebakaran dan pengisian kembali 
harus mendapat izin dari Gubernur Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Izin-izin 
tersebut, berlaku tigatahun dan dapat diper- 
panjang atau diperbaharui. Dan pemegang 
izin harus membuat laporan tertulis yang 
jelas kepada Gubernur Kepala Daerah atau 


pejabat yang ditunjuk tentang seluruh ke- 
giatan-kegiatan, sebagaimana dimaksudkan 


di atas. 

Demikian antara lain cuplikan perda DKI 
Jakarta No : 3 tahun 1992 tentang penang- 
gulangan bahaya kebakaran dalam wilayah- 
nya. U 


ebijaksanaan Menteri Dalam Nege- 
ri — Rudini yang dituangkan da- 
lam peraturan No : 5 dan 7 tahun 


1992, tampaknya turut menciptakan iklim 
berusaha yang lebih sehat dan berhasil gu- 


na. Juga, mendorong perusahaan- 
perusahaan industri untuk berlokasi di da- 
lam kawasan industri. Ini tercermin dari 
kemudahan-kemudahan yang diberikan, di- 
samping menjamin tertib pengusahaan ka 
wasan tersebut. Atau katakanlah. paket Juli 
(pakjul) 1992 termasuk peraturan-peraturan 
tersebut, adalah tepat. | 


Sebab, pakjul bidang investasi itu, me- 
ngurangi prosedur dan larangan investasi 
yang sejak lama menjadi keluhan para in- 
vestor asing. Misalnya, Jepang. Mereka 
mengambil perbandingan, bila masuk Si- 
ngapura maka dalam waktu singkat pabrik- 
nya sudah bisa beroperasi. Dan di Indone- 
sia, urusannya masih terlalu banyak dan ter- 
lalu panjang. 

Dengan berlakunya pakjul bidang inves- 
tasi tersebut, menurut kalangan pengusaha 
kawasan industri, merupakan langkah ma- 
ju ke arah pelayanan satu atap. Namun, ka- 
langan pengusaha ini menyarankan, agar 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
Undang-undang Gangguan (UUG)/HO cukup 
untuk setiap kawasan. Dengan demikian, di- 
harapkan, kawasan industri mempunyai 
rangsangan kuat bagi para investor untuk 
masuk kawasan tersebut. 

Begitupun, apabila pabrik tertentu dapat 


menimbulkan gangguan khusus atau me- 
nyebabkan dampak tertentu, seperti industri 
berat maka pabrik yang bersangkutan dapat 
saja diwajibkan mengurus perizinan itu. Un- 
tuk itu, dapat saja pemerintah, misalnya, 
membuat kriteria guna menetapkan apa- 
kah suatu pabrik dalam kawasan industri ha- 
rus mengurus IMB dan UUG-nya. ''Ini lebih 
efisien, sebab tidak semua pabrik dalam ka- 
wasan industri ikut repot-repot mengurus 
perizinan IMB dan UUG,'' katanya, 
mengungkapkan. 


Ketentuan baru 

Dalam rangka memproleh Izin Tetap per- 
usahaan Kawasan Industri, Pengusaha Ka- 
wasan Industri wajib menyusun Rencana 
Tapak Tanah (Site Plan) yang meliputi Ren- 
cana Tapak Kawasan (Site Plan Kawasan) 
dan Rencana Tapak Kapling (Site Plan 
Kapling). Site Plan tersebut, setelah disusun 
oleh Pengusaha Kawasan Industri, diajukan 
kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang di- 
tunjuk untuk disahkan. Pengesahan renca- 
na Tapak Tanah itu, dilakukan selambat- 
lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, ter- 
hitung sejak tanggal pengajuannya oleh 
Pengusaha Kawasan Industri. 


Ketentuan tersebut ditetapkan dalam pe- 
raturan Menteri Dalam Negeri No : 5 tahun 
1992 tentang rencana tapak tanah dan tata 
tertib pengusahaan kawasan industri serta 
prosedur pemberian izin mendirikan ba- 
ngunan (IMB) dan izin undang-undang gang- 


guan (UUG)/HO bagi perusahaan yang ber- 
lokasi di dalam kawasan industri. Peraturan 
ini, mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1992. 

Yang dimaksud dengan kawasan industri, 
menurut peraturan ini, adalah kawasan tem- 
pat pemusatan kegiatan industri pengolahan 
yang dilengkapi dengan sarana, prasarana 
dan fasilitas penunjang lainnya yang dise- 
diakan dan dikelola oleh perusahaan ka- 
wasan industri. Sedangkan, yang dimaksud 
dengan tata tertib kawasan industri (TTKI) 
adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan 
yang khusus disusun oleh perusahaan Ka- 
wasan Industri untuk mengatur kegiatan- 
kegiatan usaha di dalam suatu Kawasan In- 
dustri tertentu yang disyahkan oleh Peme- 
rintah Daerah atau usul Perusahaan Kawa- 
san Industri. 


Dalam pasal 3 disebutkan, untuk menja- 
min tertib penyelenggaraan kegiatan usaha 
industri di dalam Kawasan Industri, per- 
usahaan Kawasan Industri wajib menyusun 
Tata Tertib Kawasan Industri. Penyusunan 


tata tertib tersebut, harus mengacu kepada 
kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat 


serta ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di bidang pengusa- 
haan Kawasan Industri. Adapun, materi 
pengaturan yang dituangkan dalam Tata 
Tertib Kawasan Industri serta sistematika 
penyusunannya, sebagaimana disebutkan 
dalam lampiran I peraturan ini. Dan tata ter- 
tib Kawasan Industri itu, disahkan oleh Ke- 
pala Daerah. 


Pengesahan tata tertib tersebut, dilakukan 
selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari ker- 
ja, sepanjang ketentuan serta persyaratan- 
persyaratan yang termuat di dalam tata ter- 
tib itu dipenuhi. Dan setiap perusahaan 
yang melakukan kegiatan usaha industri di 
dalam Kawasan Industri wajib mematuhi 
ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam 
Tata Tertib Kawasan Industri. 


Diperlukan Izin UUG/HO 


Untuk mengusahakan Kawasan Industri, 
menurut peraturan ini diperlukan Izin 
UUG/HO yang berlaku bagi seluruh ba- 
ngunan dan atau sarana penunjang, yang di- 
kelola oleh Perusahaan Kawasan Industri 
yang bersangkutan. 

Adapun Izin UUG/HO itu berlaku selama 
Kawasan Industri yang bersangkutan bero- 


perasi. Pemberian Izin UUG/HO tersebut, di- 
berikan oleh Kepala Daerah dalam tenggang 


waktu selama 32 hari, setelah pengusaha 
Kawasan Industri menyampaikan permo- 
honannya kepada Kepala Daerah, dengan 
melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. : 


a a 
aa 
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Disebutkan, perusahaan industri yang 
akan melakukan kegiatan industri di dalam 
Kawasan Industri, dalam rangka mendirikan 
bangunan dan menjalankan kegiatan usaha 
industri, diwajibkan memiliki IMB dan Izin 
UUG/HO. Untuk memproleh izin-izin terse- 
but, perusahaan industri melalui pengusa- 
ha Kawasan Industri mengajukan permo- 
honan tertulis kepada Kepala Daerah dengan 
melengkapi persyaratan-persyaratan, se- 


bagaimana disebutkan dalam lampiran II pe- 
raturan ini. 


Permohonan untuk mendapatkan IMB dan 
UUG/HO tersebut, disampaikan melalui: a) 
Untuk IMB, kepada Dinas/Instansi/Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang 


menangani proses penerbitan IMB, dan b) 
Untuk Izin UUG/HO, kepada Dinas/Instan- 
si/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang 
berwenang menangani proses penerbitan 
Izin UUG/HO. Dalam hal prosedur penga- 
juan permohonan serta proses penyelesai- 
an dan penerbitan IMB dan Izin UUG/HO 
adalah sebagaimana disebutkan dalam lam- 
piran III peraturan ini. 


. Menurut pasal 8, Kepala Daerah atau pe- 
jabat yang ditunjuk itu, memberikan tanda 
penerimaan berkas permohonan dan selan- 
jutnya: a) memproses penerbitan IMB dan 
Izin UUG/HO, apabila persyaratan telah 
lengkap, dan b) memberitahukan kepada pe- 
mohon untuk segera melengkapi persyara- 
tan, apabila persyaratan permohonan belum 
lengkap. 

Jangka waktu pemrosesan, sejak permo- 
honan sampai dengan penerbitan IMB dan 
Izin UUG/HO, menurut peraturan ini, di- 
tetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 
7 sampai dengan 14 hari kerja, terhitung se- 
jak tanggal diterimanya permohonan, sesuai 
dengan luas dan komplikasi rencana ba- 
ngunan yang akan didirikan. Dan Izin 


UUG/HO tersebut, terpaut dengan Izin 
Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO Ka- 
wasan Industri, sebagaimana disebutkan da- 
lam ketentuan terdahulu (pasal 5). 

Juga ditetapkan, sementara pemrosesan 
IMB dan UUG/HO dilaksanakan, sepanjang 
persyaratan permohonan dipenuhi, 
perusahaan dapat melakukan persiapan 
pembangunan. Dan berdasarkan IMB dan 
UUG/HO yang telah diterima pemohon se- 


suai jangka waktu tersebut, perusahaan 
yang bersangkutan dapat memulai kegiatan 


pembangunan gedung/pabrik. 


Retribusi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini me- 
nyebutkan, bahwa Pemerintah Daerah da- 
pat melakukan pungutan retribusi atas pe- 
nerbitan IMB dan Izin UUG/HO untuk per- 


usahaan Kawasan Industri dan perusahaan 
industri yang besarnya ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Bukti pembayaran 
retribusi itu, selanjutnya oleh pemohon di- 
gunakan untuk mengambil IMB dan Izin 
UUG/HO sesuai dengan jangka waktunya. 
Untuk pemungutan retribusi tersebut, Pe- 
merintah Daerah dapat memberikan dispen- 
sasi atau pertimbangan lain terhadap 
bangunan-bangunan tertentu yang bersifat 
khusus. 


Mengenai pengawasan dan pengendalian 
IMB dan Izin UUG/HO, disebutkan, bahwa 
Kepala Daerah dapat menetapkan batas 
waktu pelaksanaan pembangunan ge- 
dung/pabrik, sebagaimana ditentukan di- 
atas. Dengan perkataan lain, batas waktu 
itu, dapat diperpanjang apabila Perusahaan 
Industri melalui Pengusaha Kawasan In- 
dustri menyampaikan alasan yang dapat di- 
pertanggung jawabkan atas keterlambatan 
pembangunan fisik gedung/pabrik. 

Untuk meneliti kebenaran pelaksanaan 
pembangunan, agar sesuai dengan rencana 
yang menjadi dasar penerbitan IMB, Kepa- 


la Daerah dapat menugaskan secara tertulis 
Pejabat Instansi Pemerintah Daerah untuk 


melakukan penelitian di lapangan. 


Menurut pasal 15, masa berlaku Izin 
UGG/HO ditetapkan selama Perusahaan Ka- 
wasan Industri dan perusahaan industri me- 
lakukan kegiatannya, sepanjang kapasitas ' 
serta jenis/ancaman dampak yang ditimbul- 
kan tidak berubah. Dan dalam rangka pe- 
ngendalian dan pengawasan ini, terhadap 
UUG/HO dilakukan pendaftaran ulang setiap 
5 tahun sekali bagi Perusahaan Kawasan In- 
dustri. Untuk pendaftaran ulang ini dikena- 
kan retribusi yang besarnya ditetapkan se- 


suai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 


Semua peraturan perundang-undangan 
yang ada sepanjang tidak bertentangan de- 
ngan peraturan ini, masih tetap berlaku se- 
lama belum dicabut atau diganti berdasar- 
kan peraturan Menteri Dalam Negeri,” me- 
nurut pasal 17. 

Dalam hal sanksi disebutkan, apabila ter- 
dapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ke- 
tentuan IMB dikenakan sanksi berdasarkan 
peraturan-peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Demikian pula, bila perusa- 
haan dalam melakukan kegiatan industrinya 
menimbulkan polusi atau gangguan yang 
mengakibatkan pencemaran/kerusakan ling- 
kungan, dikenakan sanksi berdasarkan 
Undang-Undang No : 4 tahun 1982 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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PER 


Yang berlokasi di luar Kawasan Industri 


Disamping itu, peraturan Menteri Dalam 
Negeri No: 7 tahun 1992 menetapkan pula 
tentang tata cara pemberian izin yang sama 
bagi perusahaan-perusahaan yang berloka- 
si di luar Kawasan Industri. Menurut Pera- 
turan ini, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 


dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/ 
HO diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Dae- 
rah. Dan untuk tata cara pemberian IMB dan 
UUG/HO bagi perusahaan diatur dan dite- 
tapkan oleh Kepala Daerah. Yang dimaksud 
dengan perusahaan disini adalah Badan Usa- 
ha yang didirikan berdasarkan hukum Indo- 
nesia dalam rangka penanaman modal, baik 
PMA/PMDN maupun non-PMA/PMDN yang 
berada diluar Kawasan Industri. 

Adapun syarat-syarat pengajuan permo- 
honan IMB dan UUG/HO itu, adalah seba- 
gai berikut: Persyaratan administratif: 1) Su- 
rat permohonan IMB dan Izin UUG/HO dari 
perusahaan yang bersangkutan kepada Ke- 
pala Daerah, 2) Mengisi dan menanda- 
tangani Daftar Isian/Formulir yang telah di- 
sediakan oleh Dinas/Instansi teknis, 3) Fo- 
tocopi KTP dan NPWP perusahaan yang ber- 
sangkutan, 4) Fotocopi akta pendirian pe- 
rusahaan yang bersangkutan, 5) Fotocopi 


SPP dari BKPM untuk perusahaan PMA/ 
PMDN atau SPP dari Departemen terkait un- 
tuk perusahaan Non PMA/PMDN, 6) Foto- 
copi tanda pelunasan PBB sesuai dengan 
peruntukan/penggunaan sebagai lahan 
industri. 

Dalam hal persyaratan teknis meliputi: 1) 
Usulan Rencana Arsitektur Bangunan, Ren- 
cana Bangunan dan Perhitungan Konstruk- 
si, Rencana Instalasi dan Perlengkapan Ba- 


ngunan yang sudah dilengkapi dengan na- 
ma dan tanda-tangan dari: a) Penanggung- 
jawab rencana-rencana tersebut diatas, dan 
b) Pimpinan perusahaan industri, dan 2) Ba- 
gan alur (flowchart) proses produksi dileng- 
kapi dengan Daftar Bahan Baku, Bahan 
Pembantu dan Proses Teknologi Pengolahan 
Limbah, 3) Menyerahkan AMDAL bagi per- 
usahaan yang memerlukan sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditentukan dalam 
SPP, dan 4) Surat-surat tanah, dapat dipi- 
lih salah satu, yaitu: a) Fotocopi sertifikat 
tanah kapling industri, atau b) Pernyataan 
dari Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotama- 
dya bahwa lahan yang akan digunakan un- 
tuk bangunai.telah dibebaskan dan dikuasai 
oleh perusahaan dan dilampiri dengan foto- 
copi bukti-bukti pembebasan tanah yang te- 
lah dilakukan oleh perusahaan yang ber- 


sangkutan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 


Jangka waktu penerbitan 
IMB 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini 
disebutkan, jangka waktu penerbitan IMB di- 
tetapkan selama 7 hari dan selama-lamanya 
14 hari, terhitung sejak permohonan terse- 
but diterima dengan persyaratan- 
persyaratan yang dilengkapi sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. Sedang- 
kan, jangka waktu penerbitan UUG/HO di- 
tetapkan selama 35 hari kerja, sejak permo- 


honan tersebut diajukan dengan persya- . 


ratan-persyaratan yang telah dilengkapi se- 
suai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
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Pasal 4 menyebutkan, pemerintah daerah 
dapat melakukan pungutan biaya adminis- 
trasi danretribusibagi setiap penerbitan IMB 
dan UUG/HO yang besarnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah 
dapat memberikan dispensasi pungutan bia- 
ya administrasi dan retribusi bagi penerbitan 
IMB dan UUG/HO terhadap bangunan-ba- 
ngunan tertentu. 

Mengenai ketentuan pelaksanaan dan 
pengawasan IMB dan HO, menurut per- 
aturan ini, jangka waktu berlakunya Izin 
Undang-undang Gangguan (UUG)/HO dite- 
tapkan selama usaha tersebut, masih ber- 
jalan. Terhadap izin tersebut, dilakukan 
pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali, 
dalam rangka pengendalian dan pengawas- 
an. 

Pasal 6 menetapkan, Kepala Daerah da- 
pat mencabut IMB apabila dalam jangka 
waktu 12 bulan, pelaksanaan pekerjaannya 
belum dimulai. Dan batasan waktu itu, da- 
pat diperpanjang oleh Kepala Daerah apa- 
bila alasannya dapat dipertanggungjawab- 
kan. 

Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran 
terhadap ketentuan IMB dikenakan sanksi 
berdasarkan peraturan daerah yang berla- 
ku. Demikian disebutkan dalam pasal 7. 
Ayat berikutnya, apabila tempat usaha (per- 
usahaan) menimbulkan polusi atau gang- 
guan yang mengakibatkan kerusakan ling- 
kungan dikenakan, sanksi berdasarkan 
Undang-Undang No : 4 tahun 1982 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. | 

Disebutkan pula, segala ketentuan yang 
berkaitan dengan prosedur dan tata cara 
pemberian IMB dan HO untuk perusahaan 
sebelum dikeluarkan peraturan Menteri ini, 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan da- 
lam peraturan ini. 

Dengan berlakunya peraturan Menteri ini 
sejak tanggal 6 Juli 1992, maka peraturan 
Menteri Dalam Negeri No : 12 tahun 1984 
tentang penyempurnaan peraturan Mente- 
ri Dalam Negeri No: 3 tahun 1984 tentang 
tata cara penyediaan tanah dan pemberian 
hak atas tanah, pemberian izin bangunan 
serta izin undang-undang gangguan bagi 
perusahaan-perusahaan yang mengadakan 
penanaman modal menurut Undang-undang 
No: 1 tahun 1967 dan Undang-undang No 
: 6 tahun 1968, dinyatakan dicabut. 

Nah, itu antara lain berbagai ketentuan 


. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 


— khususnya dibidang penanaman modal 
dengan menciptakan iklim berusaha yang le- 
bih sehat. 


a a NN 


S 


ASOSIASI 
KONTRAKTOR 
INDONESIA 


Rapat Rutine Pengurus Juli 1992 yang 
seyogyanya berlangsung tanggal 23 Juli 
1992, baru berlangsung tanggal 29 Juli 1992. 
Pada edisi ini akan diutarakan hal-hal yang 
dibahas dalam Rapat Pengurus, sesuai acara 
yang sudah dicantumkan dalam edisi yang 
lalu. 

Pertama dalam acara laporan tertulis misi 
ke Brunei dibahas dalam Rapat dan diputus- 
kan untuk disebar luaskan kepada anggota 
yang berminat memanfaatkan peluang pasar 
ke Brunei. 

Namun demikian, masih perlu dijajagi dan 
diteliti lebih lanjut antara lain segi ”' legal 
aspect” berusaha di Brunei sehingga minim 
untuk menghadapi masalah ataupun gagal. 
Acara kedua akan dilaporkan secara ter- 


sendiri. 
Meningkat kepada acara ketiga, maka 


sebelum menghadapi Midterm Meeting 
IFAWPCA di Taipeh tanggal 2 Nopember 
1992 kepastian tempat, biaya pendaftaran, 
thema Konvensi sudah harus ditetapkan. 
Masih perlu dibahas pada Rapat Pengurus 
yang akan datang. 

Dalam pada itu sudah dapat dipastikan me- 
reka yang akan hadir pada Midterm Meeting 
maupun CICA Conference tanggal 3-5 No- 
pember 1992. Namun untuk FIIC Congress 
di La Paz - Bolivia tanggal 12-14 Nopember 
1992 masih belum ada kepastian yang akan 
hadir. 

Meningkat kepada acara lain-lain dibahas 
pula perpanjangan sewa ruangan Gedung 
AKI Lantai III sesuai usul penyewa. 
Keputusan Rapat adalah untuk sewa setahun 
saja dengan harga sewa adalah Rp. 8,- juta 
dan bilamana pembayaran sewa adalah un- 
tuk 2 tahun harga sewa adalah Rp. 14,5 juta. 

Sisa sumbangan Kitab Suci Al-Qur'an 
diputuskan untuk dibawa ke pertemuan 


tanggal 4 Agustus 1992 dalam presentasi 
bersama PT Waskita Karya dan PT Total 


Bangun Persada. 

Diutarakan pula adanya tunggakan bebe- 
rapa anggota sejumlah lebih dari 3 bulan. 
Sesuai ketentuan tercantum dalam AD/ART 
AKI kepada mereka sudah diingatkan untuk 
melunasinya, selambat-lambatnya tanggal 
1 Agustus 1992. 

Adanya hal-hal yang penting untuk dipu- 
tuskan, Rapat menetapkan pula Rapat 
Rutine dilangsungkan lebih dini, yakni tang- 
gal 13 Agustus 1992. 
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Acara Rapat Pengurus Agustus 1992 
terdiri dari : 

1) Konfirmasi tempat penyelenggaraan Kon- 
vensi IFAWPCA ke 27 di Bali atau Jakarta, 
2) Delegasi AKI menghadiri : - IFAWPCA 


Midterm Meeting tanggal 2 Nopember 1992, 
- CICA 4th International Conference tanggal 


3-5/11/92, - FIIC Congress, di La Paz-Bolivia 
tanggal 12-14/11/92, dan 3) Lain-lain. 
Acara pertama setelah ditinjau dari 
segi : 

- Pembiayaan dan pendaftaran, dan Kom- 
posisi kehadiran lokal dan asing, maka rapat 
memutuskan penyelenggaraan di Bali. 
Sedangkan acara lain-lain dapat dise- 
butkan : 

e Dinner dengan Fakultas Teknik Universi- 
tas Satyagama, adanya dharma bhakti 
alumnus/mantan pejabat untuk membantu 
pendidikan D3 Konstruksi. 

Dari segi Universitas condong memperta- 
hankan akreditasi demi idealisme, sedang- 
kan dari segi kontraktor hasil praktis, pen- 
didikan pendek yang ekonomis. 

Terus di follow up untuk benar-benar te- 
realisir, karena Rapat menganggap penting 
untuk mendukung usaha mereka tersebut. 


e Keanggotaan : 1) Baru diterima : PT Dex- 
tam Contractors sebagai anggota Biasa dan 
PT Petrosea sebagai anggota Peserta 2) Yang 
menunggak dari jumlah 16 (enam belas) 
anggota, setelah batas waktu 1 Agustus 1992 
mereka yang masih menunggak ada seba- 
nyak 5 anggota. Kepada mereka setelah 
beberapa tenggang waktu dapat dibekukan 
sementara. 

e Permintaan partisipasi anggota AKI untuk 
display pada penyelenggaraan KTT Non 
Blok, karena batas waktu tidak mungkin 
berpartisipasi dengan baik. | 
e HUT AKI ke-19 tanggal 2 Oktober 1992 
cukup diperingati dengan kegiatan presen- 
tasi atau Seminar dalam acara makan siang 


bersama, tentative tanggal 13 Oktober 1992. 


1) Direktur Eksekutif mewakili AKI mengha- 
diri undangan pembahasan Standar Produk 
diselenggarakan oleh badan ISO-LIPI ber- 
langsung tanggal 27 Juli 1992. 

2) Demikian pula turut menghadiri Seminar 
HAKI tanggal 28 Juli 1992 dalam topik ''La- 
test Development on The Design and Cons- 
truction of Earth Resistance and Building''. 
3) Hadir pula dalam Rapat Pusbinlat tanggal 
8 Agustus 1992 dalam acara Skenario latihan 
pengawas dan pelaksanaan lapangan kon- 
traktor kecil (golongan C). 

4) Presentasi bersama oleh PT Waskita Kar- 
ya dan PT Total Bangun Persada berlang- 


sung tanggal 4 Agustus 1992 dengan topik 
"Manajemen Kontraktor’, dimana yang 
dimaksud adalah Manajemen perusahaan 
kontraktor dari tahap awal hingga tahap 
handal dan profesional. Hadir sebanyak 
lebih kurang 75 orang peserta yang sung- 
guh-sungguh mengikuti presentasi dari awal 
hingga akhir. 

5) Pengurus dan seluruh anggota AKI telah 
menyampaikan ucapan selamat dan merasa 


. bangga atas anugerah Bintang Mahaputra 


Adipradana kepada : 

Bapak Ir. Radinal Moochtar - Menteri PU dan 
Bapak Ir. Siswono Judo Husodo - Menpera/ 
Penasehat AKI. 

6) AKI turut pula berpartisipasi dan mengi- 
rimkan wakilnya pada Konferensi AAPH 
(Asean Association of Planning & Housing) 
yang berlangsung di Bali, tanggal 24-25 Juli 


1992. 
T) Laporan tertulis peluang pasar Jasa Kons- 


truksi dinegara Brunei yang diedarkan ke- 
pada Direksi Anggota mendapat response 
yang cukup. Untuk merumuskan dan me- 
nentukan strategi selanjutnya para peminat 
melangsungkan rapat tanggal 18 Agustus 
1992. LI 


sambungan dari halaman 38 


riksaan ada hal-hal yang mencurigakan bi- 
sa dicek, atau meminta konsultan untuk 
mengecek. ' Tidak berarti, kalau sudah di- 


periksa TPKB bebas dari kesalahan,” ujar- 


nya pula. 

Menurut Suharto, asal jelas siapa yang sa- 
lah, DKI bisa memberi sanksi. Tapi diakui- 
nya untuk menelusuri siapa yang salah da- 
lam suatu kegagalan bangunan memang su- 
lit. Kini sedang dipikirkan,” ujarnya, ” Ka- 
lau sulit ditelusuri apakah pemborong, pe- 
rencana atau pengawasnya yang salah, ba- 
rangkali terpaksa tiga-tiganya yang dikenai 
sanksi.” 

Sejauh mana kesiapan DKI Jakarta untuk 
mempercepat keluarnya IMB, sesuai dengan 
Pakjul yang mensyaratkan IMB (khususnya 
yang berkaitan dengan PMA) selesai dalam 
1-14 hari, menurut Suharto, tidak ada ma- 
salah. Bahkan sejak ia dilantik, Pemda DKI 
telah berani mengeluarkan IMB untuk ru- 
mah tinggal dalam tempo 1 x 24 jam. 

Caranya, menurutnya, semua persyaratan 
dipenuhi. Dulu lama karena harus menge- 
cek apakah persyaratan yang dipenuhi itu 
betul-betul sesuai dengan keadaan di la- 
pangan. Bagi Pemda DKI gampang saja, po- 
koknya laporan perencanaan saya percaya, 
maka dalam 1-2 hari IMB keluar. Tapi kalau 
ada apa-apa, roboh, misalnya, jangan min- 
ta tanggung jawab sama P2K'', ujarnya. 
Urip Yustono/Ratih/Rakhidin 


